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MOTIO

“Kepujuran dan kepatuhan adalah 2 (dua) hal yanyg saling berkaitan
dalam pelaksanaan suatu perjangian” 1)

1 Wiryono Projodikoro 1973, Asas-usas Mgk Perpangian, Bandung: Sumur
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RINGRASAN

Mayoritas masvarakat Indonesia vang beragama Islam menghendak
adanva scbuah lembaga keuangan yang mencrapkan prinsip syariah dengan sistem
bagi hasil untuk menggantikan bunga vang diangoap riba. Kehadiran Baitu! Maal
Wa Tamwil sebagai salah saty lembaga keuangan non formal vang menerapkan
Prinstp Syariah sangat berperan dalam usaha pemenuhan kebutuhan ckonomi
masvarakal Baitut Tamwil Muhammadivah (BTM) Surva Dana Tulungagung
sebagai divisi  tamwil dengan badan hukum koperasi berusaha menjawah
problematika Kewangan masyarakal dengan lasilitas simpanan dan pembiayaan
yang menggunakan sistem bagi hasil denpan prosedur dan syarat yang mudah.

Dalam skripst ini akan mencoba mengupas permasalahan vang berkaitan
dengan kegiatan usaha simpan pijam yang terjadi di BTM Surva Dana yang
penulis angkat sebagai rumusan masalah, Adapun permasalaban tersebut adalah
bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiavaan modal usaha di BTM Surva Dana
dan faktor apa saja vang mendukung atau menghambat dalam pelaksanaan
pembiayaan modal usaha serta upaya penyelesaian jika terjadi pembiavaan
bermasalah, Penulisan skripsi ini bertujuan uniuk mengetahul proses pelahsanaun
penanjian pembiayaan modal usaha di BTM Surya Dana, sekaligus mengkaji
faktor pendukung dan penghambat dalam penvaluran modal usaha, serta
menigeiaun bagannana penyclesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan
darn wanprestasi salah satu pihak.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan vuridis normatif

dan yuridis empins, dengan teknik wawancara sera penehitian di instansi sebagai
sumber data primer yang ditunjang dengan data sekunder vang digali dari
perundang-undangan serla literalur yang bensi konsep leoritis yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan vang akan dibahas dalam skiips: ini.

Prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di BTM Surya
Dana Tulungagung diawali denpan pengajuan permohonan pembiayaan olel
calon mitra (debitur) dengan melampirkan svarat admimistrasi. kemudian surat
permohonan diteruskan kebagian pembiayaan untuk dilakukan pemeriksaan dan
dianabisa. Tabiap sclanjuinga adalah pemiaun dan petien insaan . Dalam tabiap ing
UB1TM Surya Dana menggunakan prinsip 5 C's of Credit Analysis sebagai bahan
pertimbangan sebelum merealisasikan pembiayaan. Kemudian setelah dilakukan
pemeriksaan dan penilaian mengenai diri serta Jems usaha adalah tahap keputusan
permohonan pembiayaan, vang dilanjutkan dengan pembuatan sural perjanyian
pembiavaan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak dan bukan dengan
perjanjian baku (vandart contract), 151 dan surat petjanyian pembiavaan tersebut
antara lain adalah identitas mutra (debitur), proseniase bagi hasil, biava
administiasi, jangha wahtu pelunasan, kheterangan wengenai pemberian Jaminan
heterangan  mengenai  penyelesaian Jika terjadi  sengketa  serta  tangual
penandiatangan sural perjanjian. Tahap terakhir dari proses pengauan pembiavaan
ini adalah realisasi sebagai tindak lanjut  setelah dilakukannva pertimbangai-
pertimbangan mengenai segala hal vang berkaitan dengan pembiayaan (. Dalam

.
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tahap ini dilakukan penyerahan dana sebagai realisasi pembiavaan yang diajukan
dengan penandatangan tanda terima oleh mitral debitur).

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di BTM Surya
Dana seringkall terdapat fakior-faktor vang menghambat maupun mendukung
dalam proses penvaluran maupun penarikan dana, Adapun faktor pendukung dari
penvaluran dan penarikan dana antara lain adalah adanva syaral dan prosedur
vang sederhana untuk memperoleh pembiayaan. tempat BTM Surya Dana vang
lerjangkau oleh masyvarakat. adanva kesamaan pemahaman bahwa bunga adalah
rba yang diharamkan oleh ajaran agama. adanya pengawasan vang intensil dari
BIM Surva Dana terhadap usaha mitra sehinga memperlancar pensembalian
dana. Sedangkan faktor penghambat dalam penarikan dana adalah, kurang
tehtinva pihak BTM Surya Dana (kreditur) dalam memeriksa dan mengestmasi
(taksiran harga) dari barang yang dijadikan Jaminan sehingga tidak dapat
menutupi pinjaman mitra (debitur) jika mitra wanprestasi.

Upaya penvelesaian pembiayaan bermasalah pada BTM Suryva Dana
dilakukan dengan cara kekeluarpaan, yang mengutamakan perdamaian demi
mencapal keadilan yang diaplikasikan dengan rescheduling, injekst dana dan
penjualan barang jaminan sebagai langkah terakhir
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BAB | : :
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Perkembangan teknologi serta tingkat pertumbuhan perckonomian
bangsa Indonesia yang kian pesat membawa konsekuensi nyvata memngkatnya
kebutuhan hidup masyarakat, hal ini menuntut masyarakat scbagai pelaku
ckonomi  untuk  bersaing  dalam memperoleh  tambahan  pendapatan  untuk
mencukupt kebutuhan hidup rumah tangganya sehan-hari maupun untiuk modal
usaha

Peran lembaga keuangan baik yang formal dalam hal ini bank maupun
vang tidak formal dalam hal ini asuransi, koperasi, dan reksa dana serta lembaga
pembiayaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat sangatlah
dominan. Dengan berbagai fasilitas dan produk keuangannya memungkinkan
masyarakat untuk mendapaikan bantuan dana (modal) baik untuk modal usaha
maupun untuk kebutuhan hidup sehari-han yang bersifat konsumtif’

Kondisi nil bangsa Indoncsia yang mayoritas beragama Islam
menghendaki adanya suatu lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam,
Hal i dikarenakan pada umumnya, kegiatan perbankan konvensional selaly
berkaitan dengan bunga, baik itu bunga kredit maupun bunga deposito (tabungan),
Dalam Islam sendiri bunga identik dengan riba, sedangkan Islam menganggap
niba itu hukumnya haram.

Sesumi dengan alasan tersebut muncullah berbagai pendapat untuk
membentuk lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank
yang menerapkan prinsip syari’ah scbagai landasan operasionalnya. Salah satu
bentuk dan lembaga keuangan non bank yang tumbuh aklir-akhir 1 adalah
Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai balai usaha
mandini terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al — famwil dengan

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam memngkatkan kualitas
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kegratan ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan
menunjang kegiatan ckonominya.
Baitul Mal wa Tamwil (BM'l') adalah lembaga ckonomi atau lembaga
keuangan syari’ah non perbankan vang sifatnva informal. Dikatakan informal
harena Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di bentuk oleh Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan bank dan lembaga keuansan formal
lainnya. Sebagai lembaga keuangan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) bergerak
dibidang mvestast yang bersifat produktif lavaknya bank. Badan hukum  Baitul
Mal wa Tamwil (BMT) dapat berupa Kelompok Swadava Masyrakat (KSM)
dengan mendapatkan sertifikat dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)
dan Koperasi dibawah pembinaan dan pengawasan Departemen Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi selama ini dikenal oleh masyarakat cukup
berperan penting dalam mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat
pada umumnya Baitul Mal wa Tamwil yang didirikan dengan Badan Hukum
koperasi dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan dalam
usahanya mengembangkan prinsip-prinsip Syari'ah. IHal ini yang membuat Baitul
Mal wa Tamwil dikenal dengan koperasi Svari’ah. BMT dengan badan hukum
koperasi dapat beroperasi setelah mendapatkan akta pendirian dari pemerintah
dibawah pembinaan dan pengawasan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah,
Sccara garis besar Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terbagi menjadi dua
bidang usaha yaitu
a. Bidang usaha vang berkaitan dengan Ibadah (Baitul Maal). Memiliki fungsi
sebagar mediator antura pembayar zakat, mfak. dan sodagoh dengan penerima
zakat, infak dan sodagoh denpan misi dan visi sosial atau non komersial,
Dalam kegiatannya Baitul Mal tidak boleh mengambil untung (profit)
sedikitpun.

b. Bidang usaha yang berkaitan dengan Muamalah (Baitut Tamwil) dengan ciri
adarnya visi dan misi ckonomi atau komersial, yang dijalankan dengan prinsip

ckonomi Islam dan memiliki fungsi sebagai mediator antar anggola-anepoly

bt
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3
vang memiliki kelebthan dana dengan anggota vang kekurangan dana
(Pmbuk, 1996),

Dalam menjalankan usahanva Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam
bidang muamalah yang dijalankan oleh Baitut Tamwil menawarkan berbagai
produk keuangan seperti simpanan dan pembiavaan (kredit),

Dalam peningkatan usaha masyarakat adanva fasilitas pembiavaan
(kredit) dirasa sangat menunjang. terlebih Jika dengan prosedur, svarat dan proses
vang sederhana dan cepat pasti menjadi pilihan dari calon mitra (debitur). Salah
satu lembaga pembiayaan yang mencoba menjawab masalah ini dan sekaligus
schagal lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syari’ah dengan
sistem bag hasil adalah Baitut Tamwil Mubammadiyah (BTM) Surva Dana
Tulungagung. Dengan badan  hukum koperasi, BTM Surya Dana sifat
keanggotaannya terbuka dan sukarela. Penggelolaannya dilakukan secara
demokratis dengan menempatkan rapat anggota sebagal kekuasaan tertinggi,
Dalam menjalankan usahanya BTM Surya Dana menawarkan berbagai produk
keuangan seperti simpanan dan pembiayaan guna menunjang kegiatan usaha
khususnya usaha kecil.

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan diatas maka penulis
berkeinginan untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
perjanyian pembiayaan vang disajikan dalam bentuk skripst yang  berjudul
“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) SURYA DANA
TULUNGAGUNG™,

1.2. Ruang Lingkup

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan vang hendak
dicapar dalam penulisan skripsi imi. maka penulis membatasi ruang lingkup
pembahasan pada pelaksanaan perjanjian pembravaan modal usaha dengan sistem

bagt hasil.
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1.3. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini,

maka penulis membatasi permasalahan vang hendak dikaji . Berdasarkan uraian

dan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sehagai berikut

1.

Rad

Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiavaan modal usaha di Baitut
Tamwil Muhammadivah (BTM) Surva Dana Tulungagung?

Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembiavaan modal
usaha  pada  Baitut  Tamwil Muhammadivah (BTM) Surva  Dana
Tulungagung”

Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Baitut Tamwil

Muhammadivah (B'TM) Surya Dana Tulungagung?

1.4. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat mencapai sasaran yang

tepat, maka penulis menerapkan tujuan penulisan skripsi ini dalam fujuan vang

bersifat umum dan tujnan vang hercifat khusne

L.4.1. Tujuan Umum

132

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah -

Untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menvelesaikan
program studi llmu Hukum (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember,

Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan vang telah diperoleh salama di
bangku perkuliahan vang bersifat teoritis khususnya disiplin ilmu hukum di
masyarakat.

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran vang bermanfaat bagi kalangan
masvarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada
Khususnya, agar dapal dijadikan bahan acvan dalam mengembangkan itmu

pengetahuan
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1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi 1m
adalah:
I. Unwk mengetahu bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayvaan modal

usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung.

2. Untuk  mengetahui  faktor-faktor apa  vang menjadi  penghambat  dan
pendukung dalam pelaksanaan pembiavaan modal usaha.
3. Menganalisa bagaimana upaya penyelesaian pembiavaan yang dikategorikan

bermasalah.

L.5. Metodologi Penulisan

Penyusunan skripsi ini memerlukan suaty metode penulisan, Mectode
penulisan ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkalan cara yang sistem;ﬂis
dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati
kebenaran optimal. Adapun metode penulisan vang dipakai adalah sebagai
bernkut;
1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empinis. Pendekatan
yuridis normatif adalah pendekatan masalah vang mempunyal maksud dan tujuan
untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan vang berlaku dan literatur
yang benst konsep teonitis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan vang
menjadi pokok pembahasan dalam skripsi 1m

Pendekatan vunidis empiris adalah pendekatan masalah vang didapat

langsung dar1 penelitian dilapangan ( Hadikusuma, 1995 © 60

1.5.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam penvusunan skripsi ini adalah data primer

dan data sekunder
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1. Data Primer

Data primer adalah data vang diperoleh dari hasil wawancara atau
tanya jawab dengan Bapak Imam Machiudin (manager operasional Baitut
Tamwil Muhammadivah (BTM) Surva Dana Tulungagung) dengan mengeali
keterangan-keterangan dan meminta data-data vang berkaitan dengan pokaok

permasalahan

1. Data Sekunder
Data sckunder adalah data yang diperoleh dengan menggali buku-
buku, literatur, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan vang

berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan vang dikaji dalam skripsi ini

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi

ini adalah dengan dua cara vaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data vang dilakukan dengan
cara menelusurt dan mempelajan berbagai uraian atau teori vang didapat dari
buku-buku, literatur, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan
vang berlaku sebagai bahan acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan

yang akan di bahas dalam skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan
mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak vang terkait di
Bmtut Tamwil Muhammadivah (BTM) Surva Dana Tulungagung dalam hal im
yaitu dengan hapak Imam Machfudin ( manager operasional) mengenai hal-hal

yang mempunyai relevinsi dengan permasalaban dalam skripsi ini.

-
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1.5.4 Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam
skripsi imi, digunakan metode analisis diskriptif kualitatf. vaitu suatu metode
untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan vang
tidak didasarkan atas bilangan angka stastistik melainkan berdasarkan atas analisa
yang diuji dengan masalah yang akan dibahas (Ronny H.S., 1990:138),

Data yang terkumpul dan hasil penelitian tersebut  kemudian ditarik
suatu kesimpulan  dengan menggunakan metode deduktif vaitu suatn metode
vang berangkat dari pengetahuan  umum menuju permasalahan yang bersifat

Khusus ( Sutrisno H.,1993:142).
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@ Bk UPT Pernustakaan
SR | VIRAITAS ITMEE]

Wil HAN R I

BAB II e
FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) “Surya Dana” merupakan lembaga
keuangan non bank dengan badan hukum koperasi yang dalam melaksanakan
kegiatan usahanyva menggunakan prinsip syari‘ah sehingga disebut dengan
koperasi svari'ah. Dalam menjalankan usahanva koperasi syari'ah BTM Surva
Dana menggunakan sistem bagi hasil dalam setiap produk Keuangannya bhaik
simpanan maupun pembiayaan. Tujuan didinkannya Koperasi Svanah BTM
Surya Dana ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat vang
berkeinginan untuk menyimpan uang atau mencari modal dengan menggunakan
sistem bagi hasil.

BTM Surya Dana sebagai penghubung pihak yang kelebihan dana dengan
pihak yang kekurangan dana dalam operasionalnva sesuai dengan prinsip-prinsip
koperasi. Peran BTM Surya Dana dalam memenuhi kebutuhan sektor keuangan
sangatlah nyata, terbulti banyaknya masyarakat khususnya golongan ckonomi
menengah kebawah sangat antusias ikut serta sebagai nasabah untuk menvimpan
uang atau untuk mendapatkan tambahan modal dengan syarat yang mudah dan
proses cepat

Adapun produk-produk yang ditawarkan BTM Surva Dana ini antara lain
adalah -

I Simpanan yang terdin dan
A Simpanan mudharabah dengan sistem bagi hasil.

Yauu simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan dengan

svaral-svarat tertentu vang telah disepakat dalam  perjanmiian. Pada

stmpanan in B1TM tidak memberikan bunga, tetapi kepada penyvimpan
dibertkan imbalan  berupa bagian laba ving diperoleh BTM. Pembagian
prosentasenyva vang biasa menjadi kesepakatan adalah 500" - 50 9 Artinya

laba vang diperoleh BTM 50 % untuk BTM dan 50 % uniuk pengbung,
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vang diperhitungkan sesuai denpan peranan dana penabune dalam
pembentukan laba BTM, kemudian dikurangi pajak.
b. Simpanan mudharabah berjangka {depostto berjanska).
Yaitu simpanan nasabah kepada BTM vang penarikannva dilakukan dalam
Jangka waktu tertentu sesuar perjanjian, misalnya: 1 bulan. 3 bulan atay 6
bulan. Pada simpanan ini BTM fidak memberikan bunga tetapi kepada
penyimpan diberi imbalan bagian laba vang diperoleh BTM. Prosentase
pembagian bagi hasil yang sering menjadi kesepakatan hiasanva adalah
60% - 40% artinya 60 % untuk penyimpan dan 40% untuk BTM. vang
diperhitungkan sesuai peranan dananya dalam pembentukan laba BTM.
kemudian dikurangi pajak.
2. Pembiayaan.
Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh BTM Surya Dana kepada
para anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh
pengelola Baitut Tamwil Muhammadivah (BTM) Surya Dana  vang
berasal dari anggota dengan sistem bagi hasil. Tujuan Pembiayaan pada
BTM Surya Dana dapat disamakan dengan tujuan pembiayaan atau
pinjaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pasal
| angka 7 yang menyatakan * Pinjaman adalah penyediaan vang atau
tagihan vang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atay
kesepakatan pmjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain vang
mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah
langka waklu tertentu dengan imbalan |
Adapun jenis pembiavaan vang ditawarkan oleh Batut Tamwil
Mubammadiyah (BTM) Surva Dana adalah sebagi benkut :
I, Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan vang diberikan oleh
BTM  Surya Dana  kepada masyarakat sebagan  mitra  vang
membutuhkan dana untuk usaha keeil dengan hubungan kemitraan .

dimana dana usaha sepenuhnya berasal dari BTM sedangkan mitra
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hanva menjalankan usahanya saja. Pembiavaan mudharabah ini sangat
berestko tinggi, oleh karena 1tu harus dilakukan dengan hati-hati dan
penclitian vang benar-benar matang.

Hastl keuntungan yang diperoleh dari usaha mitra yang menggunakan
pembiayaan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam
bentuk perjanpian tertentu

Pembiayaan Musvarakah

Merupakan pembiavaan modal investasi atau modal kerja, vang mana
pthak BTM menyediakan sebagian dari modal usaha. ladh sebaman
modal milik BTM dan sebagian adalah milik dari mitra. Pihak BTM
dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan
diatur sesuai perjanjian yang disepakati, sesuai prosentase yan o telah
disepakati antara pihak mitra dan BTM. Dalam pembiayaan
musyarakah ini apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian
maka kedua belah pihak juga sama-sama menanggung kerugian sesuai
prosentase dalam perjanjian. Pada pembiayaan musyarakah 1ni yang
membedakan dengan pembiayaan mudharabah adalah besarnva
prosentasc yang relatif benmbang, misalnva proporsi pembagian
keuntungan adalah 50:50 yang artinya 50% untuk BTM dan 50%
untuk mitra, disamping itu juga keterlibatan pthak BTM dalam
manajemen usaha.

Pembiavaan Bai'u Bitsaman AJil atau pemilikan barang cicilan
Pembiayaan Bai'u Bitsaman Al ditujukan  kepada vang mgin
memperluas usahanyva dengan menambah peralatan modalnya seperti
mesin,  penambahan  armada  angkutan  barang  dan schagainva.
Penerima pembiavaan memilih sendiri barang serta pemasok vang
dipercaya dan juga tawar-menawar hia rga dengan pemasok. sedangkan
BTM akan membayar harga barang tersebut atas nama penerima
pembiayaan, harga yang dibavar BTM ditambah Keuntungan bag
BTM yang telah disepakati bersama dan harga 1tu menjadi hutang

vang harus dibayar oleh mitra secara cicilan. Sebagal jaminan hutang.

l &
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semua surat-surat dan tanda bukti pemilikan atas nama penenma
pembiayaan dipegang oleh BIM atau jaminan kebendaan lain vang
dhsepakati bersama.

Fakta yang diungkapkan dalam perjanjian pembiayaan ini adalah Tuan X
mengajukan permohonan pembiavaan mudharabah kepada BTM Surva Dana
untuk usaha peternakan ikan lele sebesar Rp. 1000.000:(satu Juta rupiah) dengan
jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam penanjian
menetapkan prosentase bagi hasil vang disepakati adalah 40 % untuk BTM Surva
Dana dan 60 % untuk Tuan X, Dalam perjanjian tersebut Tuan X menyatakan
sanggup untuk meiunasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dengan pembayaran
satu kali pada akhir bulan keempat ditambah dengan bagi hasilnva. Tuan X
memprediksi usaha peternakannya akan dapat dipanen dalam waktu 4 (empat)
bulan dan perkiraan keuntungan scbesar Rp. 400.000; (empat ratus rubu rupiah).
Jadi perhitungan pembavaran modal serta bagi hasil sesuai prosentase yang
disepakati, pada saat jatuh tempo Tuan X akan membayar sebesar:
Rp.100.000;+(40 %x Rp.400.000)
= Rp.1000.000 + 160.000
= Rp.1.160.000;

Akan tetapr kenyataannya pada saat jatuh lempo pembayaran Tuan X
belum bisa mengembalikan pinjaman sekahigus bagi hasilnva, dikarenakan
peternakan lelenya mengalami gagal panen yang disebabkan seluruh petak kolam
lelenya terendam banpr. Langkah vyang diambil BTM Surya Dana  untuk
menyelesaikan masalah ini dengan jalan perdamalan yang mengutamakan prinsip
kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan asas koperasi vang bertujuan untuk
memajukan  kesejahteraan anggota pada Khususnya dan masyarakat pada

UMumnya.

2.2, Dasar Hukum
I, Terjemahan Al-Qur an
- Q.5 Al-Bagarah ayat 275

... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan nba. ™

2
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- 1S Al-Maidah avat |
" Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (penanjian)

i, ™

2. Hadits Riwayat Abu Hurairah ra.

ko

uhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat

golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya.

(Mereka 1ty adalah) peminum arak - pemakan riba. pemakan harta anak

yatim , dan mereka yang menelantarkan ibu — bapaknya ... *’
3. Undang-yndang Dasar 1945 pasal 33 avat |

* Perckonomian disusun sebagal suatu usaha bersama berdasarkan atas

asas kekeluargaan™

4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata -
- Pasal 1234

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu atau untuk tdak berbuat sesuaty®
- Pasal 1313

 Suatu perjanjian adalah suaty perbuatan dengan mana saty orang atau

lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih”

Rumusan perjanjian diatas mengandung unsur-unsur perjanjian yaitu:

I
2.
<
3

4.

LA

6.

Ada para pihak

Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
Ada tujuan yang akan dicapai

Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Ada bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan

Ada syarat-svarat tertentu

- Pasal 1320

\Intuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empay syarat :

.

2

3
4.

Sepakal mereka yang mepgikatkan dirinya
Kecakapan untuk membuat suaty penkatan
Suatu hal tertentu

Suatu sebab vang halal.
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- Pasal 1338
" Suatu perjanjian yang dibuat segara sah berlaku schaguai undang-
undang bagi mereka yang membuatnva”,

- Pasal 1754
© Pinjam -meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak vang satu
membenkan kepada pihak vang lain suatu jumlah tertentu harang-
barang yang habis karena pemakaian , dengan svarat pthak vang
belakangan ini akan megembalikan sejumlah vang sama denpan
macam dan keadaan vang sama pula.

- Pasal 1763

Siapa  yang  menerima pinjaman  sesuatu  diwajibkan
mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dar pada
waktu yang ditentukan™.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- Pasal | ayat |
" Koperasi adalah badan usaha vang beranggotakan orang-orang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan dengan prinsip
Koperasi  sckaligus  sebagai gerakan  ekonomi rakyal  yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan,

- Pasal 2 : Asas dan Landasan Koperasi
" Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
berdasarkan atas asas kekeluargaan,

- Pasal 3 : Tujuan Koperasi

Koperasi  bertujuan  memajukan kesejahteraan  anggota pada

kKhususnya dan masyarakat pada umumnya . serta ikl membangun
latanan perckonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang maju, adil dan makmur berdasrkan Pancasila dan LI ndang-undang
Dasar 1945

- Pasal 4 : Fungsi dan Peran Koperasi
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Membangun dan  mengembangkan perienst  dan  kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

untuk memngkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,

Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan  manusia dan masvarakat .
Memperkokoh perckonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional denpan koperasi sebagai soko
surunya.
Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.
Pasal 44
I. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalu
kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
- anggota koperasi vang bersangkutan
- koperasi lain dan atau anggotanya.
“

Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah

satu alau satu-satunya usaha koperasi.

Lad

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam olch koperasi diatur

lebth lanjut dengan Peraturan Pemereintah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan

Regiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian , para sarjana memberikan definisi vang

berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilibat seperti dibawah ini -

I Menurut  Sri Soedewi Masychoen (2000 @ 12) menvalakan bahwa suatu

perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih

mengikatkan dinnya terhadap seorang lain atau lebih
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Menurut ~ Wirjono Prodjodikoro (1989 ;| 18 ) menvatakan bahwa suatu
perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda
kekayaan antara dua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau
dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suaty hal,
sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu,

Menurut Subekti (1992 1) bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
sescorang berjanji kepada seseorang lamn atau dimana dua orang 1tu saling
berjanji untuk melaksanakan suaty hal

Menurut Tirtodinimgrat ( 1990 : 12 ) bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan
hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untyk
memimbulkan akibat - akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-
undang,

Menurut Abdulkadir Muhammad (1992 - 78 ) mengemukakan bahwa
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan

bahwa persctujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lehih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atay lebih.

Sehingga pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat

dirumuskan dan disimpulkan bahwa unsur-unsur peranjian adalah :

|, Ada para pihak

b

Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut

tad

Ada tyuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yanp akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan

6. Ada svarat-syarat tertentu

2.3.2. Asas-asas Perjanjian dan Sistem Hukum Perjanjian

Pada hukum perjanjian, terdapat beberapa asas-asas penting vang perly

diketahui, vaitu -

Sistem terbuka fopen sytem)
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Asas ini mempunyai arti , bahwa mereka vang tunduk dalam perjanjian bebas
dalam menentukan hak dan kewaj tbannya . Asas ini discbut juga dengan asas
kebebasan berkontrak, vaitu semua perjanjian yang dibual secara sah berlaky
sebagai undang-undang bagi mereka vang membuatnya (asas pacta sun
servanda) yang tertuang dalam pasal 1338 avat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak ini tidak bolch bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

b

Bersifat pelengkap fopiimal)
Hukum  perjanjian bersifat pelengkap artinva, pasal-pasal dalam hukum
penanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian
menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang
dari pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian vang mereka buat
tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.
3. Berasaskan Konsensualisme
Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya
kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syaral sahnya
suatu perjanjian (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4, Berasaskan Kepribadian
Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak
vang membuatnya . Menurut pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata , pada umumnya tak scorangpun dapat mengikatkan dinnya atas nama
sendiri atau ditetapkan  suaty janji, melainkan untuk dinnya sendin,
selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak vang membuatnya
dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga
Menurat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. svarat sahnva
suatu perjanyian adalah
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinva
Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak vang hendak mengadakan suatu
perjanyian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal

vang pokok dan perjanjian vang akan diadakan itu Kata sepakat tidaklah
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sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (pasal
1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian. Jika
oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (pasal 1329 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata). Menurut pasal 1330 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, mereka vang tidak cakap membuat perjanjian
adalah :

I, Orang yang belum dewasa

bad

Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Lid

Orang perempuan didalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan semua orang kepada siapa undang-undang itu telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentuy.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang
telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas
dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 Kitab U ndang-undang Hukum
Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang
vang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa
Jumlah barang tidak tentu, asalkan Jumlah barang itu dikemudian hari
dapat ditentukan atay dihttung. Menurut ketentuan pasal 1332 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, hanya barang-barang vang dapat
diperdagangkan saja vang dapat dijadikan pokok suatu penanjian.
Selanjutnva menurut pasal 1334 ayal | Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi
pokok suatu perjanjian.

. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (causa) vang halal ini adalah menyangkut isi
perjanjian yang tidak bertentangan dengan (lihat pasal 1337 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata ). Dengan demikian, undang-undang
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tidak memperdulikan apa vang akan dicapai. Menurut pasal 1335 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau vang
telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai
kekuatan.

Apabila dua syarat yvang pertama dan kedua tidak dipenuhi maka
perjanjian dapat dibatalkan (vernietighaar). Sedangkan apabila syarat ketiga dan
syaral keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum fmietig).
Perjanjian yang batal demi hukum mempunyai arti bahwa penanjian vang semula
batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.
Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
umum adalah batal demi hukum, Sedangkan perjanjian vang dapat dibatalkan,
artmya salah satu pithak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian ity
dibatalkan.

2.3.3 Pengertian Perjanjian Pembiavaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya mempunyai arti vang sama dengan
istilah kredit vang berasal dari kata “credere” yang artinya kepercayaan,
Sedangkan pengertian kredit sendiri menurut pendapat para sarjana berbeda-beda.

Thomas Suyatno (1992 : 12) menvebutkan bahwa istilah kredit berasal
dari bahasa Yunani “credere” yang artinya kepercayaan, seorang atau badan
hukum vang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa si penenma
kredit{debitur) dimasa yang akan datang sangeup memenuhi kewajibannya yang
telah diperjanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa uang, barang atau jasa.

Manam Darus Badrulzaman (1991 | 24) menyatakan bahwa dasar dari
kredit adalah kepercayaan, seorang kreditur percaya bahwa orang penerima kredit
(debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi sesuatu yang telah
diperjanjikan terlebih dahulu .

Pada dasarnya pembiayaan ataupun kredit dapat dipersamakan dengan
pinjaman. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pasal | angka 7

.menyatakan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
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meminjam antara koperasi dengan pihak lain vang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi hutangnva setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan
imbalan.

Menurut  Dyjazuli dan Yadi Janwari ( 2002 - 183) menyebutkan bahwa
pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah vaity penyediaan dana atau
tagthan yang dapat dipersamakan dengan ity berdasarkan persetujuan  atau
Kesepakatan antara lembaga keuangan svariah baik bank maupun hukan bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak vang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka wakiu tertentu dengan bagi hasil.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1320
dinvatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanva empal svarat.
yaitu
I Mereka sepakat untuk mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Didalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan
bahwa suatu perjanjian yvang dibuat secara sah merupakan hukum bagi para pihak
yang membuatnya, Sebagai akibatnya, maka pihak-pihak tersebut harus mematuhi
dan melaksanakan apa vang telah disepakati bersama, Persetujuan-persetujuan itu
tidak dapat ditank kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau
karena alasan-alasan yang olch undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam buku pedoman operasional baitul maal wa tamwil yang diterbitkan
Pusat Inkubasi Bismis Usaha Kecil (PINBUK) disebutkan bahwa perjanjian
pembavaan adalah suatu perjanjian vang menimbulkan suatu hubungan hukum
antara lembaga keuangan svariah  dengan nasabah dalam hal lembaga keuangan
syariah berjan)i akan memberikan fasilitas pembiayvaan kepada nasabah dan
nasabah berkewajiban melunasi fasilitas pembiayaan tersebut dalam waktu vang

telah ditentukan (PINBUK . 1996 - 223,
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Dari  berbagai uraian diatas dapat disimpuikan bahwa petjanjian
pembiayaan pada dasarmya adalah perjanjian pemberian kepercayaan, bahwa
debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan. Hal ini dapat
terbukti jika pengembaliannya sesuai denpan kesepakatan yang telah disepakati

bersama vaitu mengenai jumlah dan jangka wakty pengembaliannva.

2.3.4 Pengertian Jaminan dan Jenis-Jenis Jaminan
a. Pengertian Jaminan

Pengertian jaminan secara tersirat tercantum dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksasnaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi pasal 19 angka 2 “Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian
pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan
pemohon pinjama . Untuk memperoleh keyakinan tersebut. sebelum memberikan
kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,
modal, agunan dan prospek usaha daripada debitur.

Secara umum jaminan kredit diartikan scbagai penyerahan kekayaan atau
penyerahan kesanggupan seoran g untuk menanggung pembavaran kembali suatu
utang. Menurut Gatot Supramono (1997 - 75):

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur. dimana
debitur mempenjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut
Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. apabila dalam wakty vang
telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur,

Jaminan pada dasarnya merupakan suatu pengaman dari sebuah perjanjian

pinjam-meminjam yang menjadi perjanjian pokoknya, Dengan kata lain
penanjian jaminan bersifat tambahan rfacessour) vang mengikutl perjanjian
pokoknya. Secara umum jaminan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata vang tersirat pada pasal 1131 dan pasal 1132, vang merupakan pasal-pasal
tentang dasar pertanggungjawaban menurut hukum bagi debitur mengenai
kewajibannya untuk membayvar hutang kepada kreditur Pasal 1131 menyatakan

bahwa * segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak
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bergerak, baik vang sudah ada maupun vane baru ada dikemudian hari. menjad
tangeungan untuk segala perikatan seseorang™

Sedangkan ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-undang [ukum Perdata
menyebutkan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bawm
semua orang yang mengutangkan padanya. pendapatan penjualan henda-bends itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, vaitu menurut besar keciinya pratang masing-
masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan vane sah untuk
didahulukan™.

Jadi dalam jaminan umum ini, semug barang-barang milik debitur
merupakan jamiman bagi para kreditur tanpa memandang siapa kreditur yang
membuat perikatan lebih dahulu. Semua kreditur mempunyal hak vang sama |
namun mengenal pembayaran hutang tdak dibagi rata dari penjualan barang
tersebut.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan, jaminan yang demikian
dalam praktek perkreditan (perjanjian jaminan uang) tidak memuaskan bag;
kreditur, atau dengan kata lain kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi
kredit yang diberikan ( dalam Gatot Supramono. 1997 <78)

b. Jenis-Jenis Jaminan
1. Jaminan Perorangan (Personal (Guaarantee)

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesangoupan yang
diberikan oleh sescorang pihak ketiga puna menjamin pemenuhan kewajiban-
kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur vang bersangkutan
cedera jani (wanprestasi) (Hasanuddin R., 1998 :164) Jaminan jenis
merupakan penanggungan hutang yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata,
yaru “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak
ketiga guna Kepentingan si berpiutang, menwikatkan diri untuk memenuli
pengikatannya st berutang maneakala orang i sendin tidak memenuhinya’™
2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan baik benda
maupun hak kebendaan vang diberikan dengan cara pemisahan baman dari harla

kekavaan baik dari si debitur maupun dari pihak Kketiga, puna menjamin

o
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pemenuhan kewajiban-kewapiban si debitur kepada pihak kreditur apabila debitur
vang bersangkutan cedera janyi (wanprestasi) (Hasanuddin R 1998 1167) .

Jamuman kebendaan menurut sifatnya terdint atas jamiman dengan benda
berwuyud (matenal) dan jamiman dengan benda tak berwajud (mmatenial). Benda
berwuiud  berupa benda-benda bergerak  atau benda-benda tidak  bergerak.
sedangkan benda tak berwuyud bisa berupa hak tagih - Dalam hal barang berperak,
terbagr atas barang bergerak berwujud vang berupa kendaraan bermotor, barang
bangunan dan sebagamya sedangkan barang bergerak tak berwujud bisa berupa
surat-surat berharga seperti saham, sertifikat deposito dan sebagaimya,

Adapun cara pembebanan (pengikatan) barang tidak bergerak dapat
dilakukan dengan cara
1. tipotik

Berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata adalah “suatu hak kebendaan atas
benda-benda ndak bergerak umuk mengambil penggantian dan benda-benda
tersebut bagi pelunasan suatu penikatan™

Sedangkan perumusan vang diberikan para sarjana kurang lebih sebagai
bertkur | J. Satno ( 1996 213) ¢

Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain,

vang sccara khusus diperikatkan, demi untuk membenkan kepada suatu

tagihan, hak untuk didahulukan didalam mengambil pelunasan atas hasil

cksekust barang tersebut”
2. Huak Tanggungan

Berdasarkan pasal | angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan, pengertian hak tanggungan adalah hak jaminan vang
dibebankan pada hak atas tunah sebagaimana dimaksud dalam Undang —undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana, berikut atau
tidak berikut benda-benda lan vang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utany tertentu, yang membenkan kedudukan vang distamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lam.

Dengan terbentuknva Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang [lak
langgungan, maka ketentuan hipotik dan creditverband (salah satu lembaga

jaminan  sebelum terbentuknva hak tanggungan) menjadi tidak berlaku lag
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menjadi jaminan wane. vang ditesaskan dalam pasal 29 Lindang-undany |iak
langgungan. Akan tetapr khusus mengenai hipotik, hal in1 hanva berlaku terbatas
pada tanah. sedang pada barang-barang tidak bergerak lainnva seperti kapal tetap
berlaku ketentuan hipotik
sedanghkan carg pembebanan benda bergerak dapat dilakukan  dengan
[ A
fo i
Menurut pasal 1150 KUH Perdata pengertian “vadai adalah sesuaty hak
vany diperoieh sescorang kredingr atas suatu barang berperak. vang diserahkan
oleh scorany debiur wmay arang lam atas namanya yvane membenkan kekuasaan
hepada kreditur untuh mencambl pelunasan dar barane tersebut dengan
mendahukukan pembavaran-pembayaran biava untuk melelang barang tersebut
dan biava vang telah dikelvarkan untuk menyelamatkan barang vang dizadaikan
T
Sesuat dengan uraian diatas hal-hal penting yang mungkin dapat diambil
mengenar gadal adalah sebagal berikut -
a. Peganjian gadai adalah perjanjian tambahan (ucesson) vang mengikuti
penanyian pokoknya vaiu perjanjian pinjam-meminjam uang. vange berar
Jika perjanjian pokokny hapus maka perjanjian gadai im hapus pula.

b. Barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur (pemegang eada)

3

Kreditur dilarang mengaku barang yang digadaikan itu menjadi miliknva

apabila debitur tidak melunasi hutangnya.

d. Apabila debitur ndak memenuhi janjinya dalam surat hutang, kreditur berhak
untuk tenggang waktu pembavaran hutang itu telah lampau memperingatkan
debitur untuk melunasi ulang tersebut dengan menjual barang sadar tersehut
dengan cara lelang,

¢ lanpa persctujuan dan debitur, kreditur tdak diperbolehkan memakai atau
mengeksploiir barang vang digadakan,

2 Fuducia

Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Fiducia  pasal 1 angka | vang dimaksud densan fiducia adalah
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menjadi jaminan wtang, vang ditepaskan dalam pasal 29 Undang-undang Flak

Tanggungan Akan tetapt Khusus mengena hipotik, hal ini hanva berlakuy terbatas

pada tanah, sedang pada barang-barang tidak bergerak lamnva seperti kapal tetap

berlaku ketentuan fipotik
Sedangkan cara pembebanan benda bereerak dapat dilakukan dengan
cara;

L Craede

Menurut pasal 1150 KU Perdata hengertan “padai adalah sesuaty hak
vang diperoleh seseorang kreditur atas suatu barang berperak. vang diserahkan
oleh scorang debitur atay orang lain atas namanva vang memberikan kekuasaan
kepada kreditur umuk mengambil  pelunasan  dari barang tersebut dengan
mendahukukan pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut
dan biaya vang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan
u™,

Sesual dengan uraian diatas hal-hal penting vang mungkin dapat diambil
mengenal gadal adalah sebagai berikut -

a. Perjanjian padai adalah perjanjian tambahan (acessoir) yang mengikuti
perjaniian pokoknyva vaitu perjanjian pinjam-meminjam uang. vang berarts
jika penanjian pokokny hapus maka perjanjian gadai ini hapus pula.

b. Barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur (pemegang gadai).

¢. Kreditur dilarang mengaku barang vang dipadaikan ity menjadt miliknya
apabila debitur tidak melunasi hutangnva.

d. Apabila debitur tidak memenuhi Janjinya dalam surat hutang. kreditur berhak
untuk tenggang waktu pembayaran hutang 1o telah fampay memperingatkan
debitur untuk melunasi ulang tersebut dengan menjual barang gadai tersehut
dengan cara lelang

¢ Tanpa persetujuan dari debitur, kreditur tdak diperbolehkan memakai atau
mengeksploitic barang vang digadaikan

Pielnein

by

Berdusarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 42 Tahun 1699

tentang Fiducia  pasal | angka | yang dimaksud dengan “fiducia adalah
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pengalihan hak kepemilikan suaty benda atas dasar kepercavaan dengan ketentuan
bahwa benda vang hak kepemilikannva dialibkan tersebut tetap dalam penguasaan
si pemilik benda™

Pada dasarnya fiducia ini merupakan bentuk penyvimpangan dan gadai 1al
it imbul Karena kebutuhan dalam praktek dengan maksud agar bunga atau hasil
dari pemanfaatan benda tersebut dapat dikuasai dan digunakan oleh s pemilik
benda.

Jadi dalam fiducia. benda-benda vang dijaminkan tetap ada pada atau
dipegang oleh si pemilik benda sebagai debitur sehingga kreditur atay penenma
fiducia ndak perlu repol untuk menvimpan dan mengurus serta memelihara
benda-benda itu seperti dalam gadal.

2.3.5 Koperasi sebagai Badan Hukum

Koperas berasal dari kata bahasa Inggnis “Co™ vang artinya bersama dan
“Operation” yang artinya bekerja atau berusaha Sehingga gabunpan dari dua kata
lersebut dapat diartikan sebagai bekerja bersama Ada juga yang mengartikan
koperasi adalah suaty perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau Badan
Hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan
bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertingg;
kesejahteraan jasmaniah para anggotanya ( Anifinal C 1984 -9)

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
menvebutkan bahwa koperasi adalah Badan Jsaha vang berangpotnkan orang
scorang  atau  Badan  Hukum  koperas dengan  melandaskan kegiatannya
berdusarkan prinsip koperas sekaligus sebagar gerakan ckonomi rakvat yang
berdasarka atas azas kekeluargaan

Menurut Edillius dan Sudarsono (19492 12) dan beberapa rumusan
pengertian: koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa pada hap-tiap organisasi
koperasi paling tidak akan terlthat cin-eiri sebagai berikul
I Adanya sekelompok Orng vang mempunyal kepentingan ckonomi Yang sama

2. Memiliki dan membangun satu usaha bersama

A
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Memilih motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan vatama dari

kelompok.

4. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dar kepentingan individy
alau anggota adalah tujuan wama usaha mereka

Berdasarkan Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian Bab 1| Pasal 2. mengemukakan bahwa landasan ideal koperasi

Indonesia adalah Pancasi la. landasan strykiy ralnya adalah U ndang-undang Dasar

1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 avat (1) Undang-undan g Dasar 1945,

beserta penjelasannya. landasan mentalnya adalah setia kawan dan kesadaran

pribadi.
Asas, Fungs: dan Send; Koperasi Indonesia adalah sehagai berikut -

I Asas Koperasi adalah kekeluarpaan dan kegotong royongan, sebagaimana
yang tertuang dalam BAB 1l pasal 2 Undang—undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian.

[l Fungsi Koperasi sepert yang tercantum dalam BAR [[I pasal 4 Undang —
undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopersian adalah sebagai berikut:

I Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat

2. Alat pendemokrasian nasional

3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia

4. Alat pembinaan insan masyarakal untuk mempertingg kesejahteraan
rakyat dan alat pendemokrasian nasional adalah diwujudkan dalam
asas-asas dan sendi-sendi dasarnya . Untuk ity perlu kita perhatikan
asas dan sendi dasar dimaksud, sehagai berikui -

T Sendi-sendi dasar koperas)

[ Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk setiap warpa negara
Indonesia
< Rapat  angpota merupakan  kekuasaan yang tertinggi  sebagai

pencerminan demokrasi dalam koperas.

)

Pembagian sisa hasil ysaha diatur menurut jasa masing-masing
anggota

4 Adanya pembatasan bunga atas modal
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> Mengembangkan kescjahteraan anggota Khususnya dan masvarakat
pada umumnya.

6 Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

7 Swadaya, swakerta, dan sebagai pencerminan dari prinsip jasa, vaitu

percava pada din sendin.

Badan  hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan 1stilah
“Rechipersoon ™. Rechtpersoon atau badan hukum merupakan subjek hukum.
Selam 1tu dikenal juga natuurlijkpersoon atau manusia sebagai subjek hukum.
Dikatakan bahwa rechipesoon dan natuurhijkepersoon adalah subjek hukum, ity
berarti bahwa keduannya adalah pendukung hak dan kewajiban.

Badan hukum scbagai subjek hukum dapat memiliki hak-hak dan dapat
melakukan perbuatan hukum seperti manusia, yaitu mengadakan perjanjian,
melakukan kegiatan sebagai pemegang hak serta dikenai kewajiban-kewajiban
tertentu, memiliki kekavaan sendiri, ikut serta dalam sepala kesibukan yang
didasart hukum, dapat melakukan gugatan dan digugat dimuka pengadilan. Jadi
badan hukum tersebut benar-benar diperlakukan sebagai manusia.

Perkumpulan koperasi adalah suatu badan hukum vang dapat dibuktikan
pengaturannya dalam undang-undang yaitu pasal 9 Undang-undang Nomor 25
Tahunl992 tentang Perkoperasian  yang menvebutkan bahwa koperasi telah
memperoleh status badan hukum, setelah akia pendiriannya disahkan oleh
pemerintah, Dan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koperas: adalah
FmdmxHukmn_Unn$|nmEMpmkm1pm@ummanbMMnlumumiuLknpmamhams
mengajukan permohonan secara tertulis disertal akta pendirtannya. Apabila akta
pendirian tersebul telah mendapatkan pengesahan, maka pengesahan  akta
pendirian tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,
Selamjutnya dalam perbuatan hukum, sepala perjanjian-perjanjian hukum vang
dibuat atas nmama koperast, menjadi tangeuny jawab koperasi sebagai badan

hukum.
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2.3.6. Pengertian Baitut Tamwil

[Dalam Pedoman cara pembentukan BMT oleh Pinbuk (1996 : 1)
menyatakan bahwa BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan
keglatan baitul mal dan kegiatan baitul tamwil. Dalam hal ini baitut tamwil
merupakan divisi ekonomi dari BMT yang mempunyal orientasi dalam mencan
keuntungan (provir oriented) dengan mengembangkan usaha-usaha produktif’ dan
vestasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha keell dan mendorong
kegiatan menabung vang menunjang pemberdayaan kegiatan ekonomi pengusaha
kecil vang berlandaskan sistem syari‘ah. Dengan kata lain operasional Baitut
lamwil mempunyal ciriciri vaitu mempunyai visi dan misi ekonomi atau
komersial yang dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam dan berfungsi sebagai
mediator antara anggota-anggota yang memiliki kelebihan dana dengan anggota
vang kekurangan dana (Pinbuk, 1996 : 1).

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Baitut Tamwil
merupakan lembaga ekonomi bukan bank yang dapat dijangkau dan menjangkau
masyarakat ckonomi kecil atau mikro yang berorientasi mencari keuntungan
(provit oriented), beroperasi secara syari’ah dengan potensi jaminan kepercayaan

dalam dan sekitar lingkungannya sendiri.

2.3.7 Pengertian Sistem Bagi Hasil
Pada lembaga keuangan syariah tidak lagi menggunakan sistem bunga
sebagal imbalan dan peran dana yang disimpan maupun dana yang dipi njamkan
oleh lembaga keuangan, melainkan mencrapkan sistem bagi hasil Pengertian
sistem bagi hasil menurut Karnaen dan Syafei Antonio ( 1996 : 12 ) adalah
Kegiatan usaha vang dilakukan lembaga kewangan baik perbankan maupun
lembaga kevangan lainnya vang didasarkan pada Prinsip Svariah. Artinya bagi
hasil akan diberikan dalam hal sebagai berikut -
4. Menetapkan mmbalan vang akan diberikan pada masyarakat sehubungan
dengan penggunaan atau pemanfaatan  dana masyarakal yang dipercayakan

masyarakat kepadanva
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b. Menetapkan imbalan vang akan diterima schubungan dengan penvediaan dana
kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan nvestas
maupun modal kerja.

Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam memjalankan usaha Baitut
Tamwil, tidak sama dengan sistem bunga yang biasa dijalankan dalam dunia
perbankan konvensional. Dalam sistem bunga besarnya bunga biasanya sudah
ditentukan sebelumnya, artinva dalam menentukan kredit, maka nasabah debitur
akan dibebam bunga vang besarmnva sudah ditentukan oleh bank. Masabah debitur
ndak diberi kesempatan untuk ikut menentukan besarnva bunga pinjaman vang
harus dibayar oleh nasabah debitur melainkan diberi tawaran bunga yang besarnya
sudah ditentukan sebelumnya oleh bank. Bunga vang dibebankan pada nasabah
debitur, besarnya dihitung dari besarnya jumlah pinjaman vang diberikan. Jadi,
nasabah debitur harus mengembalikan beberapa persen dari jumlah pinjaman yang
diterima nasabah debitur dari bank.

Berbeda dengan sitem bunga, maka dalam pembiayaan dengan sistem bagi
hasil yang ditentukan terlebih dahulu adalah proporsi besarnya pembagian
keuntungan masing-masing pihak, vaitu pihak kreditur (Baitut Tamwil) dan
debrturnya (mitra). Kesepakatan yang diambil secara terbuka antara kedua belah
pihak, dilakukan dengan tawar menawar dan tanpa penckanan terhadap salah satu
pthak. Baitut Tamwil sebagai kreditur, berusaha agar proporsi pembagian
keuntungan tidak terlalu membebani atau menekan anggota sebagar mitra,
Besarnva bagi hasil yang diterima Baitut Tamwil sehagai kreditur diambil setelah
usaha yang dijalankan oleh mitra sudah mendapatkan keuntungan

Besarmya bagi hasil dihitung dari besarnva keuntungan vang diperolch
mitra dan akan dibagi sesuai prosentase bag hasil yang telah disepakati, Jumlah
vang akan diperoleh Baitut Tamwil tergantung dengan besamya keuntungan vang
belum diketahui besarnya vang diperoleh mitra. Didalam sistem bagi hasil apabila
terjadi kerugian pada mitra yang dibiayai, maka kerugian akan ditanggung
bersama kedua belah pihak.  Sistem bagi hasil ini Juga merupakan salah satu
usaha menjalankan svari’at Agama lslam vang mengharamkan bunga karena

diangpap sebagai riba. sebagaimana vang diatur dalam ligh [slam vang didasari
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oleh Firman Allah SWT  dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah avat 275 yane

berbunyi = .. Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba

2.3.8. Wanpretasi

Pengertian wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda WaRprestalic
yang artinva tidak melakukan kewagiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.
baik perikatan vang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinva kewajiban
1tu ada dua kemungkinan alasannya, vaitu :

a. Karena kesalahan mitra (debitur), baik karena kesengajaan atan kelalaiannya
b. Karena keadaan memaksa (force majeure). jadi diluar kemampuan debitur,
debitur udak bersalah (Abdulkadir M., 1992:20).

Menentukan apakah debitur itu hersalah melakukan wanprestasi, perly
ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur ity sengaja atau lalai tidak
memenuhi prestasi . Ada beberapa keadaan, antara lain -

I Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali

2. Mitra (debitur) memenuhi prestasi tapi tidak baik atau keliru

3. Mitra (debitur) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (Abdulkadir
M., 1992:20-21).

4. Subekti (1987 : 45) menambahkan keadaan tersebut diatas dengan melakukan
sestatu vang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sesual dengan judul skripsi ini. vang membatasi pada pelaksanaan
petianjian pembiayaan, maka kewajiban Baitut Tamwil (kreditur) vang lahir
dalam perjanjian ini merupakan hak bagi mitra (debitur) begitu Juga sebaliknva.
Kewajiban pokok dari Baitut Tamwil (kreditur) adalah memberikan pembiayaan
kepada mitra (debitur) denpan syarat yang telah disepakati bersama Sedangkan
Kewayiban dari mitra (debitur) adalah mengembalikan pinjaman dana baik secara
angsuran maupun sckaligus sesual jangka wakty yang diperjanjikan beserta bagi
hasil dengan  svarat-syara vang telah disepakati pula Tidak dipenuhinya
kewajiban salah saty pihak juga berarti pelangparan hak pihak lain. hal ini dapat

dikatakan wanprestasi
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3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha DI Baitut  Tamwil
Muhammadiyah (BTM) Surva Dana Tulungagung

Baitut Tamwil Mubhammadivah (BTM) Surya Dana Tulungagung memberikan
fasilitas simpanan dan pembiavaan modal usaha ataupun modal kenja dengan svarat dan
prosedur yang sederhana dan mudah, serta dengan menggunakan sistem bag hasil bag,
masyarakat yang ingin mennus atau mengembangkan usahanya tetapt keKurangan modal
atau tidak mempunyar medal. batk mushim maupun non mushm asal mau mentaan
peraturan yang berlaku di BTM Surva Dana

Indalam menyalurkan kredit atan pembiayaan BTM  Surva Dang  juga
memperhatikan sirkulasi kKevangan yang ada pada kas BTM Surya Dana sebagm dana
taktis untuk mencairkan dana vang ditank oleh nasabah dan simpanannva Prosentase
dana vang disediakan untuk fasilitas pembiayaan ndak boleh melebihi 20% dan jumlah
seluruh kas yang ada pada BTM Surya Dana Hal i juga sejalan dengan prinsip
ekonomis dan bank maupun lembaga keuanpgan bukan bank dalam menyalurkan kredn
atau pembiayaan harus menilar prospek dan provek yvang hendak didanainya, vakm
dengan memperhatikan prinsip “legal landing limit”. Artinya penyaluran kredit tidak
boleh lebih dan 30 %6 modal bank (Mohammad Choidin, 1999:2)

Fasilitas pembayaan vang diberikan oleh BTM Surya Dana berupa pembiavaan
jangka pendek, dengan masa pelunasan antara satu sampai enam bulan, bark dengan
sistemn angsuran maupun dibayar sekaligus dibelakang beserta dengan pembagian
hasiinya Adapun ketentuan umum pelaksanaan pembiayaan tersebut antara lain adalah
sebagar benkut
I Pembiayaan Mudharabah,

a  BTM Surya Dana menyediakan dana untuk usaha mitra (debitur) vange diangeap
lavak.
b Provek investast sepenubnya dikelola oleh mitra (debitur) dengan pengawasan

BTM Surva Dana

30


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

et

¢ Prosentase bagi hasil ditentukan menurut kesepakatan antara BTM Surva Dana
dengan mitra (debitur) vang dituangkan kedalam surat perianjian.
d. Apabila mitra (debitur) rugi vang disebabkan karena -

| Kesalahan mitra (debitur) maka debitur tetap membayar pinjaman hesera bag

hasilnva.

2. kesalahan diluar kemampuan (force mapenr) mitra( debitur) maka mitra hannva

diwajibkan membavar pinjaman pokok. dan boleh tidak memberikan bayi
hasil kepada BTM Surva Dana.
¢ Batas maksimal pemberian pembiavaan mudaharabah adalah Rp. 3000000
decara umum aplikas pembiayvaan mudaharabah dapat digambarkan dalam skema
berikut

Skema Pembiayvaan Mudharabah

P PERJANJIAN BAGI HASIL ‘

NASABAH/MITRA ‘ BTM SURY A u_-wi[

RN

| PROYERK / 1.!5.:.11;1:[

v

[PF.M BAGIAN m::urvn'.\'ﬂ.aﬂ

MODAL [

2. Pembiayaan Musvarakah | Penvenaan)
a. Pembiavaan suaty usaha atay proyek investasi yvang telah disetujul bersama-sama
dengan mitra usaha vane lain sesuai dengan bagian hasil vang 1elal ditetapkan
b. Semua pihak termasuk BTM Sur vit Dana (kreditur) berhak ikut campur dalam

manajemen provek atau usaha


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Laa
L8]

Semua pihak bersama-sama menentukan besarnva pors bagi hasil sesuaj besarnya
penvertaan modal yang diberikan

Apabila proyek vang dibvavai mengalami kerugman, maka kerugian ditanggung
bersama-sama.

Batas maksimum pemberian pembiavaan musvarakah adalah Rp. 3.000.000.

Secara umum aplikasi pembiayaan musyarakah dapat digambarkan dengan skema

berikut i

Skema Pembiayaan Musvarakah

N:tﬁ—\li:tllf&!llﬂ%] ME-I RYA DAN. \|

‘ / T

Rﬂ'&[—h USAH AHA

F_
v

KEUNTUNGAN]

l

BAGE HASIL KEUNTUNGAN SESLIA
RONTRIBUSI MODAL {NISBAH)

3. Pembiayaan Bai'u Bistman Agil

HE

h

Pembiavaan Bai'u Bistman Agil dityjukan  kepada pengusaha  yang  ingin
memperluas usahanya dengan menambah peralatan modalnya. seperti Mesin.
bahan baku dan sebagianya.

Penerima  pembiavaan berhak memilih sendin barang atau peralatan vang
diperlukan, memilih pemasok (suplayer) vang dipercava, dan tawar-menawar
harga dengan pemasok

BTM akan membayar harga barang tersebut atas nama penerima pembiavaan
kemudian harga barang vang dibayar BTM Surva Dana akan ditambah

keuntungan bag BTM Surva Dana (kreditur) yang telah disepakati bersama dan

e
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harga itu menjadi utang yang harus dibayar mitra (debitur) yang harus dibayar
secara cicilan.

d. Sebagai jaminan utang, semua surat dan dokumen pemilikan barang atas nama
penerima pembiavaan dipegang oleh BTM Surya Dana atau jaminan kebendaan
lain yang disepakati bersama.

Secara umum aplikasi pembiayaan bai'u bistman ajil dapat digambarkan dalam

skema berikut inj.

Skema Pembiayaan Bai'u Bistman Ajil

I. AKAD JUAL BEL{
. T NASABAH/MITRA
- 0000000

4. PEMBAYARAN CICILAN

2. PEMBELIAN
BARANG 3 PENYERAHAN
BARANG

— »| SUPLIER/PENJUAL

Dari ketiga jems pembiayaan terscbut diatas tidak ditujukan kepada semua
masyarakat. melainkan dilakukan secara selektif bagi mereka yvang benar-benar
membutuhkan dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh
BTM Surya Dana. Hal ini sesuai dengan tujuan Baitut Tamwil vang berorientasi mencari
keuntungan (provit oriented), dan juga guna menghindari pembiayaan vang bermasalah.

Adapun prosedur pemberian pembiavaan secara garis besar di BTM Surva Dana
adalah sebagai berikut:

I, Tahap Permohonan.
Untuk mendapat fasilitas pembiayaan maka pemohon diminta mengajukan surat
permohonan secara tertylis vang Dberisi tentang keinginan pemohon untuk
mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BTM Surya Dana. Surat permohonan tadi
diteruskan kepada direktur BTM Surya Dana kemudian diteruskan kepada bagan

pembiayaan untuk diperiksa.
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Tahap Penilaian dan Pemeriksaan,
Dalam tahap i dilakukan oleh pihak BTM Surva Dana (bagian pembiayaan),
sebagal bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Hal ini Juga sesuai
dengan ketentuan hukum perbankan yang juea berlaku dalam koperasi dengan jenis
usaha simpan pinjam yang mensyaratkan bahwa dalam mengucurkan kredit atay
pembiayaan  disamping  memperhatikan  faktor keuntungan, bank  harus
memperhatikan faktor pengamanan dari segi hukum (legal security). Adapun perihal
vang dinilai dalam tahap ini adalah -
o, Watak fearacrer).
Yaitu penilaian kepribadian, moral dan kejujuran calon mitra (debitur) Hal ini
sangat penting karena untuk mengetahui apakah mitra (debitur) nanti dapat
memenuhi kewayiban dari perjanjian pembiayaan vang akan diadakan dengan
baik atau tidak, dengan kata lain mitra {debitur) mempunyai langgung jawab vang
tinggl atau tidak,
b. Kemampuan feapactty capabiliy,).
Yailu penilaian mengenai kemampuan dan kesanggupan calon mitra (debitur)
untuk mengembangkan dan mengendalikan usaha serta kesanggupannya dalam
menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan sesuai dengan tujuan pada
wakiu mengajukan permohonan pembiavaan
¢. Modal (capiral)
BTM Surya Dana (kreditur) harus mengetahui modal yang berhubungan dengan
usaha vang dilakukan oleh calon mitra (debitur),
Misalnya
Mitra mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah untuk usaha perkebunan
jeruk maka pihak BTM Surya Dana harus melthat apakah benar mitra telah
menyiapkan lahan atau kebun akan digarap dengan biaya vang dimintakan
permohonan pembiayaan tersebut. Selain ity untuk menilal modal mitra dapat
Juga dilthat melalui neraca rugi laba wakty vang lalu sena data-data penunjang
lainnyva, yang berupa proyeksi  peredaran keuangan dan penghastlan  vang

diharapkan
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Tahap Penilaian dan Pemeriksaan
Dalam tahap i dilakukan oleh pihak BTM Surva Dana (bagian pembiavaan),
sebagai bahan pertimbanpan dalam pembenan pembiayaan. Hal ini juga sesuai
dengan ketentuan hukum perbankan yang juga berlaku dalam koperasi dengan jenis
usaha simpan pinjam vang mensyaratkan bahwa dalam mengucurkan kredit atauy
pembiayaan  disamping memperhatikan  faktor keuntungan, bank  harus
memperhatikan faktor pengamanan dari segi hukum (legal security). Adapun perihal
vang dimilar dalam tahap ini adalah -
. Watak fcaracter).
Yaitu penilaian kepribadian, moral dan kejujuran calon mitra (debitur) Hal ini
sangal penting karena untuk mengetahui apakah mitra (debitur) nanti dapat
memenuhi kewajiban dari perjanjian pembiayaan yang akan diadakan dengan
baik atau tidak, dengan kata lain mitra (debitur) mempunyai langgung jawab yang
tingg atau tidak,
b. Kemampuan feapacity capabilin).
Yailu penilaian mengenai kemampuan dan kesanggupan calon mitra (debitur)
untuk mengembangkan dan mengendalikan usaha serta kesanggupannya dalam
menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan sesuai dengan tujuan pada
waktu mengajukan permohonan pembiayaan.
¢. Modal feapital)
BTM Surya Dana (kreditur) harus mengetahui modal yang berhubungan dengan
usaha yang dilakukan oleh calon mitra (debitur).
Misalnya -
Mitra mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah untuk usaha perkebunan
jeruk maka pihak BTM Surya Dana harus melihat apakah benar mitra telah
menytapkan lahan atau kebun akan digarap dengan biaya vang dimintakan
permohonan pembiayaan tersebut. Selain ity untuk menilai modal mitra dapat
juga dilihat melalui neraca rugi laba waktu vang lalu serta data-data penunjang
lainnya, vang berupa proyeksi peredaran keuangan dan penghastlan  yang

diharapkan
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d. Prospek Usaha (codition of economic)

Prospek usaha merupakan salah satu syarat khusus untuk pemilik usaha, apakah
prospek usahanya akan mengalami kemajuan atau tidak. apakah ada harapan
untuk berkembang atau udak. Hal ini juga harus menjadi bahan pertimbangan
olech BTM Suryva Dana (kreditur) sebelum memberikan pembiavaan kepada
milranya.

Jaminan feollareral)

laminan merupakan faktor terpenting dalam penvaluran kredit atau pembiayaan,
Dikatakan  demikian  karena jaminan menyangkut  keselamatan  dalam
pengembalian dana dan mitra (debitur) jika terjadi kemungkinan pembiavaan
bermasalah. Oleh karena ity pada dasarnya jaminan menjadi svarat mutlak dar
pemberian kredit atau pembiayvaan baik olch bank atau lembaga keuangan lain
vang bergerak dalam hal simpan pinjam seperti halnya BTM Surva Dana Dalam
hal ini dalam perjanpan pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya pasti diikuti
dengan perjanjian pemberian jaminan sebagai perjanjian ikutan fuceesoir) atau
pelengkap yang dimaksudkan schagai pengaman dari pengembalian dana dari
mitra jika wanprestasi. Disini pihak BTM Surya Dana harus menilai apakah
jaminan yang diajukan oleh mitra (debitur) layak untuk dijadikan jaminan
terhadap pembiavaan vang dimintanva. Jaminan yang sering digunakan pada
BTM Surya Dana dalam menyalurkan pembiayaan adalah jaminan kebendaan,
baik benda bergerak maupun benda tak bergerak. baik secara fiducia maupun hak
langgungan.

Untuk mendapatkan semua keterangan tentang diri mitra (debitur) pihak BTM
Surya Dana sebagai kreditur melakukan wawancara dengan mitra tentang
segalanya yang menyangkut kepentingan rencana pembiavaan dan juga
melakukan surver di lapangan usaha calon mitra dengan jalan sebagai berikut :
wawancara
Pihak BTM Surya Dana mewawancarai calon mitra  secara langsung untuk
mengetahu  keterangan-keterangan  vang  diperlukan,  terutama penjelasan
mengenai tujuan penggunaan pembiayaan dan rencana pengembalian pembiayaan

vang akan dibenkan.
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b, survey langsung kelapangan
Hal in1 untuk membuktikan kebenaran keterangan vang diberikan oleh calon mitra

pada waktu wawancara.

3. Tahap keputusan permohonan pembiavaan.

Setelah data dinilai lengkap dan telah diperiksa oleh pihak BTM Surva Dana dan

memperoleh keyakinan bahwa calon mitra (debitur) tersebut layak untuk diber;

lasilitas pembiayaan maka pihak BTM memberitahukan secara tertulis kepada calon

mitra (debitur) bahwa permohonan telah disetujui.

Kemudian BTM Surya Dana membuat surat perjanjian pembiayaan vang isinya

antara lain:

| Identitas mitra (nama, pekerjaan, alamat)

2. Pernyataan yang berisi pengakuan bahwa mitra (debitur) telah menerima sejumlah

dana dari pthak BTM Surya Dana disertai dengan hari dan tanggal penerimaan

dana.

3. Keterangan mengenal prosentase bagi hasil yang telah disepakati kedua belah
pihak.

4. Keterangan tentang biava administrasi vang harus dibayar oleh mitra.

5. Keterangan mengenai jangka waktu pelunasan, cara pembayaran ( diangsur atau
sekali bayar ) dan jumlah rupiah vang harus dibavar.

6. Penetapan jangka waktu akhir pelunasan .

7. Keterangan mengenai jaminan

8. Keterangan mengenai carn penvelesaian antara B1TM Surva Dana (kreditur)
dengan mitra (debitur) apabila terjadi sengketa.

9. Tanggal penandatangan perjanjian

Kemudian surat perjanjian pembiayaan tersebut ditandatanpami oleh kedua belah

pihak dan diberi materai sebagai legalitas sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Tahap realisasi pembiayaan.

Dalam tahap i, setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan, penyerahan uang

dilakukan olch bagian pembiavaan setelah mendapal surat periniah perealisasian

pembiayaan dan kepala bagian pembiayaan. Penyerahan uang kepada mitra ditkuti

dengan penandatangan surat tanda terima oleh mitrg
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Setelah semua proses dari awal sampar akhir dilalul maka tindakan BTM Surya Dana
selanjutnya melakukan pengawasan melekat baik secara langsung maupun tidak
langsung. Secara langsung pengawasan dapat dilakukan dengan terjun kelapangan
usaha mitra dengan melihat perkembanvan usaha mitra. Sedangkan secara tidak
langsung dapat dilakukan dengan mengoreksi dan evaluasi laporan hasil usahanya
menunjukkan prafik perkembangan atau tidak dan Juga dengan memeriksa catatan

angsuran,

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembiayaan
Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha sering kali menjumpaj
tuktor-faktor, baik vang mendukung maupun menghambat proses penvaluran pembiavaan
maupun penankan dana vang telah dibenkan Adapun faktor-faktor tersebut antara lain
adalah
3.2.1 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyaluran Dana
4. laktor Pendukung
| adanya antusias masyarakat vang membutuhkan dana tunai untuk merintis atau
mengembangkan usahanva,
2 syaral-syarat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang tergolong ringan dan

sederhana

1

tempat BTM Surya Dana yang mudah dijangkau oleh masyarakat

4 adanya persamaan persepsi bahwa bunga adalah riba yang hukumnya haram
b. Faktor Penghambat

I. kekurang fahaman calon mitra dalam pembuatan perjanjian sebagaimana
perjanpian pembiayaan sehingea dirasa prosedur yang tergolong sederhana dan
cepat dirasa berbelit-belit dan memakan waktu lama, sedangkan kebutuhan akan

dana sanpal mendesak.

bt

seringkali dijumpai pemohon tidak memenuhi persvaratan vang telah ditentukan
oleh BTM Surya Dana, padahal dirasakan svarat tersebut sudah tergolong mudah.

ringan dan sederhana

a3

dengan menggunakan sistem bagi hasil membutuhkan perhitungan vang rumn

dalam menentukan prosentase bagt hasil.
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3.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penarikan Dana
a. laktor Pendukung
| adanya pengawasan yang intensif dari pihak BTM Surva Dana (kreditur)

2. keberhasilan usaha mitr (debitur), apabila mitra mengerahkan seluruh potensi

usahanya yang didukung oleh fasilitas pembiayaan dari BTM Surya Dana maka
perkembangan usahanva akan tercapal dan mendapatkan keuntungan hesar pula
sehingga angsuran pengembalian pembiayvaan serta bagi hasilnya akan berjalan
dengan lancar
b Fakior Penghambat

Dalam pelaksanaan petanpian pembiayaan kaitannya dengan penarikan dana dari

mitra seringkali menjumpai kendala-kendala yang muncul dari pihak BTM Surya

Dana (kreditur) maupun dari pihak mitra (debitur), yang diantranva adalah sebagai

berikut -

I dan pihak BTM Surya Dana (kreditur)
BTM Surya Dana dalam pemeriksaan permohonan kurang teliti terutama dalam
mengestimasi jaminan, schingga pernah terjadi kasus pada saat penyelesaian
terakinr dengan penjualan barang jaminan nilaj barang vyang dijual tidak

mencukupi untuk menutup pinjaman yang diberikan BTM Surya Dana.

| 2]

dar1 pthak mitra (debitur)

laktor penghambat dalam penarikan dana dari mitra dapat terjadi karena adanya

faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor penghambat vang berasal

dari usaha mitra yang diantaranya adalah sebagai berikut -

a kurangnya manajemen
manajemen  dalam  suaty  usaha merupakan  faktor  penentu  dalam
perkembangan usaha dalam mencapal suatu laba atau keuntumpan, Kesalahan
manajemen membuka peluang suaty usaha mengalami kepagalan atan denpan
kata lain mengalami kehangkrutan vang mengakibatkan kerugian sehingua
akan mengalami kesulitan dalam hal pengembalian dana pingaman.

b. penyalahgunaan pembiavaan vang diterima

fasilitas pembiavaan pada dasarnya disediakan untuk mengembangkan usaha

atay mermtis usaha sespa dengan perjanjian vang telah disepakati antara
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BTM Surya Dana dengan mitra. Akan letapi karena adanva kebutuhan yang
mendesak yang dirasa  sangat penting dan perlu segera dana untuk
menyelesarakannya  kadangkala  dana pembiayaan  digunakan  untuk
kepentingan tersebut  Hal ini sering mengakibatkan mitra mengalami
kegagalan dalam pengembalian dana
Sedangkan faktor ekstern adalah faktor penghambat vang bersumber dari
kegagalan mitra dalam pengembalian dana karena sebab diluar kemampuan mitra vang
dapat dikatakan keadaan memaksa (overmacy) schingga mitra tidak dapat memenuhi
prestasinya sebagammana waktu vang telah ditentukan dalam perjanjian  pembiavaan
karena suatu keadaan vang tidak dapat diketahui terlebih dahulu pada saar perianjian
dibuat schingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Adapun faktor yang sering
terjadi adalah sebagai berikut ;
a bencana alam
bencana alam adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan dan perhitungan
manusia seperti halnva gempa bumi, kebakaran, banjir dan sebagainva.
b. musibah yang dialami mitra
musibah yang terjadi menimpa mitra tidak tidak dapat diramalkan dan

direncanakan oleh manusia seperti sakit, meninggal dunia dan sebagainya

3.3 Upaya Penyelesaian Terhadap Pembiayaan Bermasalah
Dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha tidak semuanya beralan dengan

lancar, akan tetap penyimpangan-penyimpangan  vang  sering  muncul yang
mengakibatkan tenadinya pembiavaan bermasalah senngkal tenadi dan membutuhkan
segera penangannan. Hal v juga terjadi pada BTM Surya Dana dalam kegiatan usahanya
khususnya  penyaluran pembiayaan Klasifikasi pembigvaan pada BTM Surya Dana
adalah sebagar berikut -
a Pembiayaan dengan angsuran

I Klasifikasi sehat adalah apabila angsuran berjalun dengan lancar

2 Klasifikas bermasalah apabila terdapat tunggakan angsuran yvang melebihi saty
bulan dan belum melebibi dua bulan bagr pembravaan vang masa angsurannya

satu bulan atau kurang dar sara bulan
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b. Pembiayaan tanpa angsuran
I Klasifikasi sehat ialah apabila pembiayaan vang diberikan dapat diselesaikan
tepat pada waktunya
2. Klasifikasi bermasalah ialah apabila pembiavaan sudah melehihi masa 1atuh
tempo pembayaran belum dapat diselesaikan oleh mitra (debitur)

BTM Surya Dana dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam hal mitra
terlambat  dalam membavar angsuran - atau terlambat membayar pinjaman  bae
pembiayaan tanpa angsuran maka BTM Surya Dana memberikan teguran sampai tiga kal
kepada mitra sebelum mengambil tindakan lebih lanyut.

Apabila setelah dilakukan teguran sampai tiga kali mitra (debitur) masih helum
bisa menyelsaitkan pinjamannya maka BTM Surva Dana mengambil langkah perdamaran
atau penjualan barang jaminan. Langkah-langkah tersebut masih dalam batas-batas
kekeluargaan yang mengutamakan perdamaian

Penyelesaian pembiayaan bermasalah vang dilakukan BTM Surya Dana secara
gans besar adalah sebagai bertkut |
I Perdamaian

Langkah perdamaian sangat diutamakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah
karena BTM Surya Dana masih mempunyai rasa optimis terhadap kemampuan mitm
dalam menjalankan usahanya. Langkah perdamaian ini dalam praktek dapat ditempuh
dengan cara

a. Penundaan waktu pembayaran (rescheduling)

Penundaan wakiu pembayaran didasarkan dengan kesepakatan vang dibuat oleh

mitra dengan prhak BTM Surya Dana. Dalam kasus ini mitra menyatakan

sanggup memenuhi kewajibannva  untuk membavar prnjamannya dalam waktu
vang telah disepakat

Penundaan waktu pembayaran frescheduling) dapat diberikan Jika kegagalan atau

tdak dipenubinya kewajiban melunasi pinjaman tersebut bukan disengaja atau

nasabah debitur sama sekali ndak mempunyal iikad buruk untuk mengingkan
janpa vang telah disepakati Akan tetapr kegagalan tersebut terjadi karena
kesalahan managemen nasabah atau keadaan vang memaksa diluar kemampuan

IS
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4]

Seperti kasus dimuka dengan pihak Tuan X vang mendapatkan pembiavaan
mudharabah dari BTM Surva Dana untuk usaha peternakan ikan lele sebesar Rp
1.000.000; (satu juta rupiah), dengan prosentase bagi hasilnya yang disepakan
adalah sebesar 40 % untuk BTM Surva Dana dan 60 %% untuk Tuan X Dengan
ketentuan tersebut Tuan, X sanepup umtuk melunasi dalam 1angka wak 4
(empat) bulan dengan pembavaran satu kali pada akhir bulan ke-empat Akan
tetapt kenyataannya pada saat jatuh tempo pembavaran Tuan. X belum bisa
mengembahkan  pimjamannya  sekaligus  bagi hasilnya, dikarenakan usaha
peternakan lelenya mengalami kegagalan panen vang disebabkan seluruh petak
kolam lelenya terendam banjir. Langkah yang ditempuh oleh BTM Surva Dana
setelah memberikan teguran tiga kali tetapt mitra belum mampu memenuhi
kewayibannya maka BTM Surya Dana memberikan toleransi perpanjangan waktu
pembayaran. Dengan adanya toleransi tersebut mitra (debitur) berjanii sangeup
melunast pinjamannya pada waktu vang telah diperjanjikan dan disepakati
bersama. Hal im merupakan bukti bahwa asas kekeluargaan sangat mendasan
dalam kinerja dan tata laksana usaha koperasi BTM Surya Dana dengan
mempertimbangkan sisi ekonomi dan faktor kemanusian pada anggotanya

Karena usaha mitra (debitur) yang juga anggota mengalami kerugian vang
discbabkan keadaan yang memaksa fovermachs) dan luar kemampuan manusia
(force majeur) maka mitra diperbolehkan atau bebas tidak  memberikan
keuntungan atau bagi hasil kepada BTM Surya Dana vang sudah menjadi
konsekwenst bersama dan mitra hanya dibebani biaya administrasi smja. Hal wmi
vang membedakan BTM Surya Dana yang menggunakan prinsip svariah dengan
lembaga  keuangan  konvensional yvang  menetapkan bunga  vang untuk
pembentukan laby darl kegiatan usahanya
Injeksi kredit (tambaban pembavaan)
Injeksy Ginjection nursery aperation) atay tambahan modal usatha 1n1 merupasan
bagian dan restructurmg atan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan
melakukan  kemudahan yang memungkinkan mitra (debitur) mampu untik
mengembalikan pinjaman. Injeksi atau tambahan modal ini dilakukan oleh BTM

Surva Dana karena mempunyai perti mbangan buhwa usaha mitra (debitur) masih
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dapat  diselamatkan dan berkembang sehingga  mampu  untuk melunas
pinjamannya. Jika dengan tawaran ini mitra hersedig dan setuju maka tangkah
selamutnya BTM akan membuat peranjian baru dengan perhitungan Jumlah
pembiavaan yvang lama ditambah dengan pembiavaan yang baru menjadi modal
baru.
2. Penjualan Barang Jaminan

Penjualan barang jaminan dilakukan jika dengan langkah perdamaian sudah tidak
dapal dilaksanakan dengan baik, Dalam penjualan barang jaminan ini BTM Surya
Dana akan menawarkan kepada mitra (debitur) untuk melakukan penjualan
sendiri barang vang dijadikan Jaminan dengan cara damai dan hasilnyva digunakan
untuk melunasi pinjaman mitra kepada BTM Surva Dana, sedangkan apabila
terjadi kelebihan nilai penjualan barang jaminan dari pinjaman maka akan
dikembalikan kepada mitra (debitur). Sedangkan apabila terjadi kekurangan nilai
penjualan dengan pinjaman vang ditanggung mitra ( debitur) maka langkah Vang
ditempuh oleh BTM Surya Dana akan melakukan penagihan sccara terus menerus
sampaj sisa pinjaman terlunasi.

Mengenai  penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan  jalan mengajukan
gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau arbitrase belum pernah dilakukan oleh
BTM Surya Dana. Hal ini dikarenakan BRTM Surya Dana mempertimbangkan dar
sist ekonomi (untung dan rugi) biaya yang dikeluarkan untuk proses berperkara
mulai dari pengajuan gugatan sampal putusan jauh lebih besar daripada jumlah
nilai pembiayaan yang disengketakan. Oleh karena ity BTM Suryva Dana tetap
megedepankan  langkah perdamaian dan dalam koridor kekeluargaan vang
mengutamakan keadilan, Kecuah uniuk pembiayaan vang nilainva cukup bgsar
maka gugatan perdata ke Pengadilan Negen atau Radan Arbitrase Muamalat
Indonesia jika dalam perjanjian  mencantumkan  klausula arbitrase  dapat

dilakukan demi kembalinya dana yang dipimjamkan dan memenuhi rasa keadilan,
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan vang telah divraikan pada bab sebelumnya maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagi berikut

Prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di BTM sSuryva
Dana Tulungagung diawali dengan pengajuan permohonan pembiavaan oleh
calon mitra (debitur) dengan melampirkan syarat admimstrasi berupa folo
copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian surat permohonan diteruskan
kebagian pembiavaan untuk dilakukan pemeniksaan dan dianalisa. Tahap
selanjutnya adalah penilaian dan pemeriksaan. Dalam tahap im berkaitan erat
dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai diri dan lents usaha calon mitra
(debitur), sehingga tahap im dapat dipakai sebagal ukuran untuk masa depan
dari pembiayaan vang disalurkan tersebut vang berkenaan dengan keselamatan
dari dana vang disalurkan dalam usaha penarikannya. Dalam tahap ini BTM
Surya Dana menggunakan prinsip § C's of Credit Analysis sebaval bahan
pertimbangan  sebelum  merealisasikan pembiayaan.  Kemudian proses

selanjutnya setelah dilakukan pemernksaan dan penilalan mengenai diri serta

Jems usaha adalah tahap keputusan permohonan pembiavaan,  untuk

selanjutnya BTM Surva Dana segera membuat surat perjanjian pembiayaan
vang dibual dengan persetujuan kedua belah pihak dan bukan dengan
perjanjian baku (yrandart coptract). 1si dari suraf perjanjian pembiayaan
tersebut antara lain adalah identitas mitra (debitur). persentase bagi hasil.
biava administrasi. jangka waktu pelunasan keterangan mengenai pemberian
faminan, keterangan mengenar penyelesman jika terjadi sengheta serta langeal
penandatangan surat perjanjian, Tahap terakhir dan  proses pengajuan
pembiavaan mi adalah realisasi sebagai tindak lanjmt  setelah dilakukannva
pertimbangan-pertimbangan  mengena segala hal vang berkaitan dengan

pembiayaan ini. Dalam tahap ini dilakukan penyerahan dana sebagai realisas)
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pembiayaan vang diajukan dengan penandatanganan tanda terima oleh
mitral debitur),

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiavaan modal usaha di BTM Surva Dana
sermgkali terdapat faktor-faktor vang menghambat maupun mendukung dalam
proses penvaluran maupun penarikan dana Adapun faktor pendukung dar
penyaluran dan penarikan dana antara lam adalah adanya svaral dan prosedur
vang sederhana untuk memperoleh pembiavaan, tempat BTM Surva Dana
vang terjangkau oleh masvarakat, adanya Kesamaan pemahaman bahwa bunga
adalah niba vang diharamkan oleh ajaran agama, adanva penpawasan vang
mtensif dart BTM Surva Dana terhadap usaha mitra sehingga memperlancar
pengembalian  dana,  Menurut responden.  keberhasilan  mitra  dalam
mengembangkan usahanya juga merupakan faktor utama dalam penarikan
dana. Sedangkan faktor penghambat dalam penarikan dana adalah, kurang
tehtinya pihak BTM  Surya Dana  (kreditur) dalam memeriksa  dan
mengestimasi (taksiran harga) dari barang yang dijadikan jaminan sehingga
tidak dapat menutupi pinjaman mitra (debitur) 11ka mitra wanprestas,

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BTM Surva Dana
dilakukan dengan cara kekeluargaan, yang mengutamakan perdamaian demi
mencapai keadilan yang diaplikasikan dengan rescheduling. injeksi dana dan

penjualan barang jaminan sebagai langkah terakhir.

4.2 Saran

Saran vang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan diatas

adalah sehagai berikut

|

Dalam  memberikan pembiayaan modal usaha hendaknva BTM Surva Dana
sebagar kreditur melakukan pemenksaan dan pemilalan pada calon mitra
(debitur) secara selektif demi kelancaran pengembalian dana.

Hendaknya para nasabah atau mitra sebagar debitur memberikan keteranpan
vang sebenar-benarnya dalam mengajukan permohonan pembiayaan serta
mengenal kondisi perkembangan dari usahanva sehingga pembiavaan dapat

digunakan secara optimal,
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3. Dalam upaya penvelesaian pembiavaan bermasalah scharusnya BTM Surva
Dana scbagai lembaga keuvangan yang menggunakan Prinsip Syanah berani
mengeunakan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sebagar lembaga vang

independen dengan mencantumkan klausula arbitrase pada surat perjanjian

pembiayaan.
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BTM SURYA DANA
Jin. Depok 11 B Campurdarat plione (0355) 533090
TULUNGAGUNG

ampiran : 1 ( Satu ) Lembar - Caypurdtivat i nsnniiinte
[al ¢ Permohonan Pinjaman Kepada v th,

Pimpinan Koperasi Serba Usaha
BTM “STTRYA DAMA™
i
ampurdarat
Assalamu alaikum We Wh.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Mama

Tempat Tanggal Lahir

No, KTP ! SIM

Nama Suami ! 18tr O e R o £ L A T e Tk L AR
Bersama ini mengajukan permohonan pinjaman [ Pembiay:an dari Eoperisi Serba Usilia BIM - SURYA
Pinjaman diatas akan digunakan untuk ...

Cara pengen "alian Pinjaman @ Musyarokah / Murobahaki / " <3

Persyaratan yang sayn lampirkan adalah sebagai berikut :

1. FOTO COPY BPKB ( | LEMBAR ) ADA | TIDAK ADA
2. FOTO COPY STNK ( | LEMBAR) ADA /| TIDAK ADA
3. FOTO COPY KTP SUAMI / ISTRI { 1 LEMPAR ) ADA / TIDAK ADA
4, FOTO COPY KARTU KELUARGA ( 1 LEMBAR ) ADA / TIDAK ADA

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr, Wh,

Di ajukan Oleh Diset v aleh Mengetabl

Menyetujui,

Suami/lstri Friuohon

Catatan

KOPER ASI SERBA USAHA LAMPIRANTH
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S KSU. BTM SURYA DANA

AR

";At}‘!g‘é;ﬁi% JIn. Depok 11 B Campurdarat phone (0355) 533090
= iUHGAﬁﬁ‘*'\%'
Wi\ TULUNGAGUNG

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

T T 1o s [ R R

Yang bertanda tangan di bawah ini :

L s BEMINDEK UNtuk dan atas nama BAITUT TAMVML
MUHAMMADIYAH “ SURYA DANA " berkedudukan di JI. Depok No. 11 B Campurdarat ©
(0355) 533090 Tulungagung salanjutnya disebut PIHAIK PFERTAMA.

Beartindek untuk dan atas nama DIR| SENDIRI
DATIOMPEL. | HABOREP Y . i i by drmsoti e TR 4 s o e o B e e
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini PIHAK PERTAMA can PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama
pembiay 1an Musyarakah, dengan ketentuan dan s yarat - syarat sebagai berikut ;
Pasal 1
PIHAK 'ERTAMA dengan ini memberikan pembiayaan Musyarakah untuk usaha yarig dijalankan
PIHAK KEDUA SebesarRp. ......c.ccvevervenronns

Pasal 2
Jangka waktu pembiayaan Inl adalah ............coeen oo d8rNIlUNG mulai tanggal
............................................... dan akan berakhirtanggal............ ... I everiy

Pasal 3

Pembiayaan Musyarakah Ini merupakan penyertaan modal oleh PIHAK PERTAMA k= dalarn usaha
PIHAK KEDUA dengan komposisi modal usaha milik PIHAK SERTAMA sebesar Rp.
........................................... dan milik PIHAK KEDUA SBDE8ar RD. .....civiiiis wresivsssiiaries i i

Pasal 4
PIHAK KEDUA dengan Iklas sepakat untuk memberikan bagl hasil atau mark up kepada FIHAK
PERTAMA SBDESAr........cocceirrrrirvivinnnnnn. D@ hasll usaha yang dijalankan oleh PIHAK 1 EDUA
Pasal 5
Pembayaran kemball seluruh pinjaman ini akan dilakukan PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur
tigp minggtifbulan SEDBBAr BPi i coisinisiii s i i SOIRME i st kall
angsuran.
Paczal 6

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran kemball pinjaman PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia barang -
D G A LI B i e Stesaitisssio e smr e rot et et s S I

Pasal 7
PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk
sewaklu - waktu mengambil tabungan PIHAK KEDUA yang ='a pada PIHAK PERTAMA apabila
PIHAK KEDUA terlambat membayar pinjamannya, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK
KEDUA mengalamiwan prestasi,
Pasal I
PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan
- diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
. Pasal 9
Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan
dilanjutkan oleh ahll warisnya atau yang diberi hak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA AHLI WARIS PIHAK KEDUA

LAMPIRAN 1V
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|

BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH | AVPIRANY

SURY/\ DANA

JALAN DEPOK NO. 11 B CAMPURDARAT @ ({0355) 533080
TULUNGAGUNG

—

AL

AKAD PEMBIAYAAN BAI'U BITSAMAN AJIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

o i A A S A AR AR R bertindak untuk dan atas nama BAITUT TAMWIL
MUHAMMADIYAH “"SURYA DANA" berkedu ikan di JI. Depok Mo, 11 B Campuraarat &£ {0355)
533090 Tulungagung selanjutrya disebut PIHAK FPERTAMA

PRI e SO
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menge dalke. perjanjian pembiayaan

Bai'u Bitsaman Ajil / Jual Bell dengan Pembayaran Bertahap, denga- kclentuan dan syarat-syarat
sebagal berikut |

Pasal 1
PIHAK PERTAMA dengan ini menjual kepada PIHAK KEDUA barang berupa

dengan harga RP. ... oceeivemsscocisminsasiianasiises s s

Pasal 2
Jangka waktu pembayaran dalam jual bell adalah ... bulan
terhitungmulaltanggal ... dan akan berakhirtanggal .o :

Pasal 3
PIHAK KEDUA dengan ini akan membayar barang tersebut dalam pasal 2 dengan cara mengangsur
88heBAr RP. ...l per bulan / minggu selama ... e feali
angsuran.

Pasal 4

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran PIHARK KEDUL Fepada PlHAK PERTAMA
dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia kepada Pl HAK PERTAM® barang jaminan
BBIUDE T coviiiiibiniiinsairmosessissnmasiitons sibsssnsbinnt iamesss s ssnpnisssianse s v -

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PER TAMA untuk sewaktu
waktu mengambil Simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK FERTAMA apakilz FIHAK KEOUA
terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila
PIHAK KEDUA mengalamiwan prestasi atau mengingkari f erianjian ini.

Pasul 6

PIHAK KEDUA dengan inl bet,anji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan
oleh P {AK PERTAMA.

Pesal 7

Perjarjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu nihek, akan tetapt akan dilanjutkan
oleh ahliwarisnya atau yang diberi hak.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA AHLI WARIS PIHAK KEDLUA
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LAMPIRAN VI

BADAN PENGURUS

YAYASAN BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH

Jalan Menteng Raya 62 Taipon : 3918051 Jaokaria Pusat (10340}
Tﬂ]pcn : 331343 - 3903021 - 22 Pes. Il Focamile : (021) 3141582

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 08/SK/YBMM/BTM/V11/2000
TENTANG

PENGESAHAN BERDIRIMYA BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH
(BTM) "SURYA DANA" DI DAERAH TULUNGAGUNG JAWA TIMUR

Memperhatikan  : Surat dari Majelis Ekonomi PDM Kabupaten Tulungagung Nemor @ IV.a/0 "9/\VI/2000
tanggal 21 Rabiul Awal 1421 H/24 Juni 2000 M tentang Pengesahan berdirinya Baitut
Tamwil Muhamimaediyah (BTM) "SURYA DAMA" sebagal Kelompok Swadya Masyarakat
{KSM) Syariah dibawah binaan Yayasan Baitul Maa' P® Mutammadiyah Jakaria.

Menimbang L 13

Mengingat R
. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan PPK RI

Menetapkan A i

Bahwa untuk kelancaran operasional Baitut Tamwil Muliammadiyal (BTM) “SURYA
DANA" yang berada dibawah binaan Yayasan Baitul Maal PP Munammadiyah perly
dikeluarkan Surat Keputusan dari Yayasan sebagal landasan operasional Baitut
Tamwil Muhammadiyah dimaksud.

. Bahwa nama-nama calon pengurus Baitut Tamwil Muhammediyah (3TM) "SURYA

DANA” yang diusulkan oleh Majelis Ekonom: POM Kabupalen Tulungaglng testal
suratnya diatas, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk disabika . din
beroperasi,

Anggaran Dasar Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah pasal 3 dan 4.

Nomor ; 01/PPK/1/1995 tanggal 3 Ja.uari 1995. :

. Surat Bank Indonesia Nomor : 27/430/UKK/PUK tanggal 26 Januarf 1995 tenting

Pengakuan YBMM sebagai LPSM Partisipan PHBRK-BL
MEMUTUSKAN
Mengesahkan berdirinya 15M Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM} "SURYA

DANA” di lingkungan kerfa POM Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya serta barada
dibawah binaan Yayasan Baltul Maal PF Muhammadiyah Jakarta.

. Susunan Pengurus dan Personalia KSM Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (ETM)

"SURYA DANA™ dan masa baktinya sebagaimana terlampir dalam Sural Kepulusan inf.

. Pengurus Baifut Tamwil Muhammadiyah (BTM) “"SURYA DANA® diwajibkan

memberikan laporan seliap 6 (enam) bulan lkepada PDM Kabupaten Tulungagung
tembusannya pada PWM Jawa Timur dan Yayasan Bailul Maal PP Muhammadiyah
Jakarta,

Baitut Tamwil Muhammadivah (BTM) “SURYA DENA" adalah sebagai Badan Usaha
Pengembangan Dana milik PDM IKabupaten Tulungagng dengan tujuan unluk
mendapatkan laba usaha.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan calalan akan diadakan
perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juli 2000 i
- L
BADAN PENGURLS l
YAVASAN BAITUL MAAL PP MU J"IADI}' H
kil Ketua, B,-;mdahara.

I —1 Tt

Dﬁ.ﬂ}_&muiuw

1. PP Muhamimadiyah Jakarta dan Yogyakarta 3. P Kabupaten Tulungagung

2. PWM Jawa Timwr

4. Arsip

Pakanina Boank * BRI Cabano Cout B ablal ldakoria M 314484 A543
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LAMPIRAN VII

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PELARKSANAAN KEGIATAN LSAHA SIMPAN PINJAM
JLEH KGPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a bahwa untuk memngkatkan pendapatan dan kesejahieraan angpots koperasi, maka Kegiatan usaha simpan pinjam perlu
diturnbuhkan dan dikembangkan;

b hahwa kegiatan schapaimana dimaksud huruf a harus dikelola sccara berdava guna dan berhasil guna;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Talun 1992 entang
Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pimam oleh Kopernsi dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat

1. Pasal 5 aval (2) Undang-undang Dasar 1943,

2 Undang-undany SMoreor 25 Talun 1992 fentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tabun 1992 Nomor | 16, Tambahan Lembarua
Nepara Nomor 3502,

MEMUTUSKAMN :

Me:etapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG rE! AKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI,

BAR 1
EETENTUAMN LIMLUM
PFasal |

Yang dimaksud dalsm Peratwan Pemernimtah ini dengan

I Kemalan usaia sunpan puoyam adalah kegiatan vang dilakokan untuk menglumpun dana dan menyvalurkannya melalu kegiatan
usaha simpan prgam dan dan uniuk angeota koperas vang bersanekutan, calon anggota koperas: vang bersanghutan, koperasi lain
dan atay anppotenyva

2 koperasi Simyp n Pinjam adalah Koperasi var - kegiatannyva hanya usaha simpan pinjain,

3 Unit Simpan Frozam adalah unit koperass vang bareerak ditsdang usaba simpan panjam, sebagai bagian dao kesiatan luoperasi
vang bersanghuion

4. Simpanan adalah dana yvang dipercayakan olel anggota, calon anggota. koperasi-koperasi lain dan atau angpotanva kepada
kopernst dabam bewuk tabunpan, dan simprnan koperasi herjanekn

3 Sumpenan Berjangka adalah simpanan di koperasi vang penvetorannya dilakukan sekali dan perarikannva hanva dapal dilakukan
pada wakiu ternenty menurul perjanjisn antira penvimpian dengan koperast vang bersongkolin,

6. Tabunean koperasi adaish simpanan @i Loperast vang petvetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya nanya
dilakuban menuri svaral tertentu vang discpakati antura penabung dengan koperast vang bersangkutan dengan menggzunakan Buki
Tabungzan Kopera-

7 Mimaman adalak penvediaan uang atau t=gihan vang dapat dipersamakan dengan i, berdasarkan perselujpan o S esepakatan
pingam memmjam dntara Foperast dengan prhak loin vang mowajibkan pihak meminjam uniuk melunsst bitea. e sciclah jangka

waktu terentu disertn dengan per Lavaran sejumlah imbatan

#.Menten sdolah Menten voang membidang kopernst,
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BAR 11
URGANISASI
Bagian Periama
Bentuk Organisasi

vasal 2

(IKegiatan usaha simpan pmjam hanya dilakukan ofch Koperasi Simpan Pugam atau Unit Simpan Pinjam
(2} Koperast Sympin pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atan Koperast Schunder.
{3 )Uinit Simpan Pinjam dapat dibentuk olch Koperas: Prmer atau Eoperasi Sekunder

Bayrian Kedua
Pendirian

Pasal 3

(1)Pendinan Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesum dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata
cara pengesahan Akta Pendinian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,

(2)Permintann pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam avat (1}
dengan tambahan lampiran:

arencana kerja sskurang-kurangnya 3 (tiea) twhon;
o, administras: dan pembukuan;

c.nama dan riwaval hidup calon Pengelola;
d.daftar zarana kerga:

{3)Pengesahan Aktn Pendinan koperas Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalas avat (1) dan avatl (2) herlaku sebnga 1z
usaha,

Pasal 4

{D)Permintaan pengesahan Akta Pendiniun Koperasi «ang membuka Unit Simpan Pinjam dagubon sesuai dengan ketenluan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 avat (1) dan aval (2)

(2)Pengesalan Axta Penairin ko, orasi sebagaimana dimaksud dalam aval (1) berlaku schaga ten vsabn,
vazal 5

(I} Eoperas) vang sucal bee! adam hukum dan akan mempe- uas usahannyva divdang simpan pinjam wayih mengadakan peribahon
Auggaran Dnsar Zemgan m-acantumkan ysahn simpan pingz.n sebaga salah satu usabanya,

{2 Tawn cara perubahan Angzaran Desar dilaksanakan sesuar dengan peraturam perudang-undangan vane berlaku.

{(#iPerminican perorsahan perubehan . iggaran Dasar diajukea dengan diserla iambahan lsmpiran sebagaimana dimaksud dalam
prsal 3 avati2)

(4}Pengesabian percbahan Asgearss Daser schagainana dimunsed dalam 2ver (2) berlaky scbagai izin usahy

Bugian Ketiga
Jaringan Pelayanan

I'asal 6
(1) Untuk memmekatkan pelayanan keper'a anggota | Koperas: Simpau Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jarmgan
pelavanan simpan ~mjam.
(2 Javingan pelayvann, simpan pinize sehagomana dimakzud dalam avat (L) berups

aKantor Cabong vag boriungs mewskili Kantor Pusat Jdalam memjalankan kegmian usaha untuk menghimoun dana dan
penvaluranny s serta mempanym wwenang memuluskan pemberian pimaman

b Kanior Cabane Pembantu vang berfungsi mewakili Kaotot Cabang datam inenjslankan kegiatan psaha untok menghimpun dan

Py BIUPZANYE SE119 PNy WEWSRERNY Mencrima permalionan pinjaman “rapi tidak mempunyal wewelwng untuk memulusgkan
pemberian pugann; :
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¢ Kanlor Kas vang berfurgsi mewakill Kantor Cabang dalam menjaiankan kegiatan usaho untuk menghimpun dana,
Pasal 7
{1} Pembukaan Kantor Cabang harus memperoleh persetujuan dan Menteri.

{7 Pebukaan Kantor Cabang Pembaua dan Kantor ks tdak diperluban persetiguan Menteri tetapn harus dilaporkan kepada
Menteri paling lambat § (smiu) bulan terhitune sejak pembukann kanter

BAB LI
PENGELOLAAN
PPasal 8

( 1} Pengelolaan kegialan usaha siexpan dilakukan oleh Pengurus.
{2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam wyat (1) dapat dilakukan oleh pengelola vang dianglkat olch Pongurus.
(3)Pengelola sebagaimana dimaksud dalam avat (2) bertanggung jawab kepada pengurus.

(4)Pengelola schagaimana dimaksud dalam aval (2) dapal berupa peroranzan atau badan usaha, lermasuk vang berbentuk badan
hukum,

{3)Dalam melaksanakan pengelolaan sebagmmana dimaksud dalam avat {2}, Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan
poiguns.

Pasal &
{13021 hal Peneclola sdalsh perorangan, wajilh memenuhi persvaraton mintmal sebagm bertkut

a.tidak pernah melakukan indakan tercela di midang Keuangan dan atan dibukum Korena terbukii metakuban tir dak pidana di bidang
keuangan,

b.memilika akhlak dan more - g ba,

c.mempunval keahlian di bidane azuangan ata pernah mengikut pelatihan simpan pinjam atse magang dalam uzaha simpan pmgam.
2 alam hal peneciola adalah bavan usaha wagth memenuha persvaritan mmmal chagio berihut

a.memiliki kemampuan keoangan vane memadar:

Gonemmbiks tenaga managerial vang berkunlitas bak.

Pasal 10

Dialam hal Pengurus secara langsung melahukan penpelolaan erhadap usaha simpan plugam maka berlaku Ketentuan mengena:
persvarptan Pengelola sebagamana dimaksud dalam pasal 9 avat (1),
Pasal 11

Uralam bzt penzelolaan ditakukan olch lebil cart | (satie) orang, maka

*sekurang-kurangnva 30% (lima puluh per seralus) dari jumlah Peagelola waiib mempuoyai keahlian di bidang kevangan atou
pernah mengikun pelaionan d rdang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpas pinjam.

& [ antara Pengelola tidak boleh mempunyai bubungan keluarga sampm dernpat ke satu menurot garis lorus ke bawah manpun ke
samping.

Pasal 12
{DPengetolaan Uit Stmpan Pimjam dilakukan secara terpisab dar unn usaha lainova,
{2} Pendapatan Unil Sirpan Pinjam selelah dikurangi biaya penvelenogaran kegiatan unit yang bersanpkutan, dipergunakan untuk
keperluan scoazal bnenkut |

a.dibagikan kepads angeota secars berimbang berdasarkan nilal ransaks:;
b pemukkan modat Ling Stmpan Pingams:

comembiavm ke saan lan vang menungang loe Simpan Pingam.

{31515 pendapa . n Unit Simpan Pinjam setelah dikorangi biava dan keperluan sebagaimasa dimikssd dalom avat {2), diserankon
kepada koperas: vang bersanghkutan untuk dibagikan kepada seluruh angeola koperasi
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(4)Perubagran dan penggunasn keunungan Unit Stmpan Puyam disjihan oleb Pengvrus Unit Simpan Pingam snduk mendapat
perselujuan para anggota veng lelah menospat pelayanan dan Umit Sopan Pingam

Pasal 13

{ }Siza Hasil Usaha vang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam sctelah dikwung dana eadangan | dipersunakan untuk |

adibagikan kepada anpgota secara berimbang Lordasarkan jumlah dana vang ditsnamban schagai modal sendini pada koperas: dan
nilm transaksi;

b membiavam pendidikan dan latthan serta peninekatan keterampilan ©

cansenif bagt penpelola dan karvawan,

d keperluan lan untuk menunjang kepistan koperasi

(2)Pencntuan prioritas atau bsarnya dana untuk penggunaan schagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf a.b.c dan d diputoskan aleh
Rapat Anggota.

Pasal 14

{1)Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalanan, likwditas, solvabilitas dan rentabilitas guna
menjaga keschatan usaha dan menjaga kepenlingan semua pihak vang terkait.

(2)Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut
a.modal sendirl koperasi udak bolsh berkurang jumlahnva dan harus ditingkatkan:
b. setinp pembukaan jarmgan pelayanan, harus disedwkan tambahan modal sendiri;

c.antara modal sendin dengan modal pinjaman dan modal penvertaan harus berimbang.
(3} Aspek likuiditas vang harus diperhatikan adalali <bagai beriln

a. penvediaan akiiva lancar vang mencukupn untuk memenuehi kewayiban jangka pendek:

b. ratio antar~ nangaman vang diberikan dengan dana yang terhamon
(4} Aspek sclvabvlitas vane perle diperhatikan adalah sebagni berikul -

a. penghimpinan modal prujanman do modal penvertaan didasarkan pads xeme mpoan membavar kembals

b. ratio antara modal pinjaman dan modal penveiiaan dengan kekavaan harus e mbang,
130 Aspek rentabiltas vang perlu diperhatikan adalah sebagm berikut

a. rencand perolehin Sisa Hosil Usaha (SHU ) atau keuntunpgan diletapkan dalam jumlah vang wojar antuk dapat memupuk
permadaian,, pengembangan usaha, pembagiar Jasa mngpota dengan wetap mengutamakon kualilas pelavanan;

b. ratrm aniara Sisa casd Usaba (SHU s keantungan densan aktrvs haros wagar

{6 Untid. manjaps keschiton usaha , Koperasi Simpan Pinjom atau Unit Simpan Pinjam tdak dapat menghipotikkan atau
menggadakan han kekavaannva
(7 Pelaksunarn ketaoan ayat (1) sampar derzan avat (5 ) datur lebih lanjut oleh Menten.

Pasal 15

(1) vengelols Kope am berkewajiban merahas:akan segala sesuaia youg berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan
Tsing-mest g penyinipan kepada pihak ketige dan kepada angeota secara perorangan, koovzli dalam hal vang diperlukan uniuk
kopontingan proscs peradilan dan perpeiakan

(41 Fermiz qan wiauk mondapatkan keteransan mengenat simpanan berjangka dan tabungan sehubungan dengan ketentuan
schagaimana dimaksud dalam avai (1) dizukan oleh pimpiman instansi yvang menangam proscs peradilan atan perpagakan kepada
Mentert

BAB IV
PERMODALAN
Pasal 16

1) Regarast Sunpan Puy e wapnb menvediakan modal sendin don dapot ditambah dengan madal penverizan.

(2] Koperast yan menliki Unit Simpan Pagam wapb menvediakan schagian modal diri koperast untuk modal kesatmn simpan
pinjam.

1) Miosdal Uniz = mpen Pinjam sebagnimana dimaksud dalam wyal (2) berupa modal tetap dan modal tidak Letap.
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{4) Modad Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisal dari unit Ininnsa dalim Koperas) vang bersanghulan.

{5} Jumlah me2al sendiri scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unil Simpan Progam sebagaimana dimaksud dalam
mval (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dan jumlah yang semula.

{6) Ketentuan mengenai modal yang disctor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih
lamjul oleh Menteri.

Pasal 17

{ 1} Selain modal sebagai ama vane dimaksud dalam pasal |6, Koperas: Simpan Pimam dapat menghimpun modal pinjaman dan
i angEola,

b. koperas: lainnya dan atau anggolanya

c. bank dan lembaga keuangan lainnya,

d penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya,

e, sumber lain vang sah.

{2) Unit Simpan Pimjam melalut Keperasinya dapat menghimpun modal pingaman sebagal modal tidak teteap dar ©

a. anggota;

b. koperasi lainnya dan alau angeotannya,

¢ bank dan lembapa keuangan lainmva:

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnva;

e.sumber fam yang sah.

{3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnva dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perudang-undar zuu di bidang
pasar modal.

BAB Y
KEGIATAN USAHA
Paeal 18

{ 1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanaken dan dan untuk snegeta, calon. anggota koperas yang bersanghutan, koperasi fain
dam atau angealanva

i2) Calon angpota noporast schagaimany dimaksud dalam avat (1), dalam wakiu paling lama 3 {tiga) bulan sctelah melunus
simpanan pokok har. mengadi anggota

Pasal 19
i 1) Kegotan Usoha Simpan Pigam dan Lt Simpan Pinjam adalah

a, menghimpun simpanan kopernsi berjangha dan tabungan koperasi dan anggola dan calon angeotanya, koperasi lun dan atau
BRZEOLETY.

by memberikan pingaman kepada anesota calon angeotanva, koperasi lain dan aiau anggotanmya,

12} Dalam memberikan prgaman . Koperas: Simpan Pinjam dan Umt Simpa Pingam wajib memegang teguh prinsig pemberian
pinjaman vang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

{3} Kegiatan Koperasi Simpan Pigjam wan Unit Simpan Prmjoim dalam melavani koperas: lain dan atau anggotanyva schagamman
Jimaksud datam avat (1) dilakukan berdasarkan pejanjian kerjasama antar koperasi

Pasal 20
(1} Dalam melaksanakan kesiaten usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 hural b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pimam mensutamakan pelevanan kepoda anguota:

(2} Apabila anggola sudah mendapal pelavanan pinjaman sepermhinys maka calon angeota dapat dilayan
{3} Apabila anggota dan calon angeota sudah mendapat pelayanan sspenuhnya, koperast lain dan angeotanva dapat dilayaii
herdasarkau perjanjian kerjasama antsr koperasi vang bersangkutan
(4) Pinjoman kepada anggota koperasi lam schagaimana dimaksud Jdaiam avat (3) diberikan melaln keperasimya.
Pasal 21
{13 Rapal Angeola menctapkan Letentuan mengenar batas maksimum pemberian pirjaman baik kepada anggola. calon anggola,
woperasi imin dan alau anggolanys
(2) k ~Lzatuan mengans batas maksimum pryaman kepada angaotas berlaku pala bagi piniaman kepada Pengurus din Pengawas

Pasal 22

{ 1) Datam bl terdapat kelebihan dana vang telah daiimpun, setelah melaksanaken eg..an pemberian pinjaman sebagaimana
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diamaksud dalam Pasal 19 avat (1) hurif b, koperast Simpan Pinjam dan Linit Simpan Pinjam dapat
4 mencmpatkan dana dalam * 2oiuk giro. deposiio berjangha, tabungan, sertifikal deposito pada baok dan lemabags keuanwan
lannya;
b. pembelian saham melahn pasa modal;
¢. mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.
{2) Ectentuan mengenai penempatan dana sebagaimany dimaksud dalam aval (1) diator lebih lanut oleh Menten,
Pasal 23
{1} Penghimpunan dan pemyaluran dana sebagaimana dimaksod dalam pasal 17 dan pasal 19 dilakukan dengan pemberien imbalail
(2} Imbalan sebagaimana dimaksod dalam avat (1) ditentukan oleh Rapal Angeoia

BARB & |
PEMBIT AN
Pasal 24
Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri,
Pasal 15

Untuk terciptanya usaha stmpan pinjam yang schat, Menten menctapkan kelentuan tentang prnsip keschatan dan prinsip kchati-
hatian usaha koperasi

Pasal 26

{ 1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Sicipan Pinjam melalu koperasi vang bersanghutan wagib menvampukan laporan berkala dan
tahunan kepada Menteri.

(2} Neraca dan Perlntongsa Laba/Rugt tahunan bagi Koperasi Sunpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dabwlu
diandit eleh akuntan publik dan divmumbkan

(3) Tatocara dan pelaksanaan dari Kete=-an sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayal {25 diator oleh Menten
Pasal 17

(o Mentert dapat melakukan pemeriksasn terhadap (o erasi Simpan Pinjam dan Unit Simpun Pinjam, baik sceara berkala maupuin
=afinn wakiu anahils diperinkan.

(2} Do hal Lerjach nemertksaan sebagaimana dimaksud dalam m a1, Koperas: Simpan Pingam dan Unit Simpan Simpan Pinjam
watib .emberikan keseinpatan bapi pemeriksaan buku-buku day horkas-lerkas vang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan
vang diperlukan dalam rangka memnerolel kehanaran dari segala keteranpan, dekumen dan penjelasan vang dilaporkan aleh
Roperast Simpan Pimjam don Unit Simpan Pinjam vang bersangkulan.

Pasal 28

(11 Dalam hal koperas: Simpan Pinjam dan Linst Siapan Puyam mengalann besubtan vang mengeanggy kelangsungan nsahanya.
tdorten dapat membenkon p unjuk kepada Pengurus untuk melakukan undakan sebagar berikut -

4, petambabion modal sendin dan atsu modal penvirtaan,
b peneoannan Pengelola;
pengeabungan dengan koperas lain;
d peninalan schaman aktiva teto:
=, tidaken lamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

1) Yoopeiwst Sumpan Pinjam da2a Ungt Sinpan Pinjam diangeap mengalami Kesolitan schagamana dimaksud dalzm aval (1), apatula
vl salah satu atao gabungan dan hal-hal sebagm benikui:

n.eriadi poaurunan modal cari jumlah modal vang diselorkan pada wakiu pendinan |

= prvedisan aktiva lanear odak mencukupt untuk memanuhi kewajivan jangka pendek;

. juralal pmjamzn yang diberiken lebah besar dan joralah stmpanan bejangka dan labungan,
d, mengalam kemgan;

e pengelola melahukan peny alahgunaan kevang

[ T engelola udak melaksanakar: wgasava.
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13) Dalam hal kesulilan tidak dapat diatasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat dibubarkan sesuai denpan
relentuan dolam peraturan perudang-undangan ving berlaku

BAB VII
FEMBLBARAN
Pasal 29

i 1} Pembubaran Koperasi Simpan Pmjam atas Unil Simpan Pinjam dilakukan oleh Rapal Angeota

(2} Dalam: Lol tzejadi kondis vang menyebabkan Koperast Simpan Pinjam atan Umit Simpan Pingam harus dibubarkan dan koperast
vang: bersangkotan tidak melakukan pembubaran, maka Mentery dapat

a meminta kepada Rapat Angpota Koperasi vang bersanghkutan untuk membubarkan:

b. melakukan pembubaran dengan diseriai sanks: admimistratif kepada Penpurus ¥operasi vang bersangkutan,

(3} Pelaksunaan penibubaran sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di bawah pengawazan Menteri
Pasal 30

Dalam melakukan pembubaran schagaimana dimalsi. dalam pasal 29, pihak vang mengambil kepurusan pembubaran wajib
mempertimbangkan masih adanva harta kekavaau Koperasi Simpan Pinjam atai Unit Simpan Pinjan: s ang dapat dicairkan untuk
memenuhi pembayvaran kewajiban vang bersangkutan,

Pasal 31

(1) Pembubaran koperast Simpan Pinjam atan Unit Simpan Pingam oleh Menten ! lakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perudang-undangan vang berlakn bag hal tersebut, kecwalt diterntukan lain dalam Peratiran Pemermiah im

(2} Penvelesaian Iebih lanjut schagai akibat dan pembubarsn Uit Simpan Pinjam olek Menten dilakubkan oleh Koperast vang
bersanghkutan

Pasal 32

(11 Tuip= mengurangt ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 47 Undang-undang No. 25 Tabun 1992 pembobaran Koperasi
Simparn Mfimjam atau Unil Simpan Pinjam diupavakan tidak melalui ketentuan kepailitan,

(23 Dabany il kondis: Koperast Simpan Pimyam - atan Unit Simpan Pingom yvang mengarah kepada kepaditan tdak dapat dibimdarkan,
schelum mengajukan kepailitan kepada instansi vang berwenang, Penguros Koperasi Simpan Figam etaa Unit Simpan Pinjam vang
bersangkutan waiib meminta perimbangan Menten.

(3} Persyaratan dan Lata cacn mengaukan pertimbangan sehapaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur olch Menteri

Pasal 33

Dalam masa penyelesaian, pembayvaran kewajihan Koperasi Simpan Pinjam ataw Unit Simpan Pinjam dilgkukan berdasarkan uratan
sebagzai berikul

i, A pegawm v lerutang;

b. biava perkara di Dengadilun

¢ biava lelang,

d po_k Koperast Simaan Pinjam dan Lhwit Simpan Pinjam,

c. baava kantor. seports haurik, air, telepon. sews dan pemeliharaan sedung:

[ pensvmpangan dana atae penabung, vang pembavarannya dilakukan secars benmbang untuk sctiap peayimpan/penabung daiam
yuminh vang ditctapkan olch Tim Penvelesuian berdasarkan persetujuun Menteri;

g krediter lammyva.

Pasal 34

(k) Segala hisya yvang berkailan dengan penyelesatan dibebankan pada harta kekovaan Koperast Simpan Pinjam atau Unit S mpan
Pmzam vang bersangkitan dan dikelaarkan terfebih dahwlu dari dana yang ada atau dari setiap hasil penciiran harta tersebut

(2} Bigva pegaval, kanior dan pencairan hina bekavoan sclama masa penyvelesaian disusun dan ditctapkan olch prhak vang
melokukan pembubaran

13) Honor Tim Penyelzsai ditetapkan oleh prhak yane melakukan pembubaran dalam jumlah vang tetap dan ateu berdasarkan
prosentase dart seliap hastl pencairan hara kekavaan

Paen] 23

Apabila setclah dilakukan pembayaran kewajiban dan bisva peavelesaian scbhagamang dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 masih
terdapat sisu harta Loka: adn Koperasi Simpan Pungam atag Unit Ssmpan Miam., maka

a dalam hal Koperasi ©unpan Pinjam. sisa harta tevsebut dibagil.o kepado dngeota Koperasi Simpan Pimjam
b, Dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta terschut diserahkan kopeas onerasi vang bersarakutan,
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Fasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenm pembubaran dan penyelesaian Koperasi Simpan Pinfam atan Unit Simpan Pingam diatur dalam
keputusan Menleri,

EAR VI
EANKSI
Pasal 37

i1} Datum hal Koperasi lidak nielaksanakan kewajiban sebag mana dimaksud dalam Pasal 26 avat (1) dan avad (2} serta Pasal 27
avat (2}, koperasi vang bersanghkutan dikenakan sonksi admumstratif

{2) Koperasi vang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sinksi administratif berupe pembubaran dan sunksi
admimstratil lannya.

(3) Persyaratan dan Lata cara sanksi administralif datur aleh Menteri.

BARIX
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 33

Untuk meningkatkan perkembanganan usaha perkoperasian, Menteri mengadakan bimbingan dan penvuluban kepada kelompok

masvarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam bagi anggolanya agar kelempok masvarakat dalam menyelenggarakan
kegiatannva ersebut dalam bentuk koperasi.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Koperasi Simpan Poyam dan koperas: vang mempunvat Linig Simpan Pingam yang sudah berjalan pada saat Peraturan Pemenmtah in
berlaku tetap melaksanakan kewialan usshanva, dengan ketentuan waiib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah i dalam
jangka wakto paling loma 2 (dus s tahun se! wila berlakunyva Peraturan Pemerintah i,

BAB XI
KETENTLAN PENUTUP
Pasal 40

Feraturan Perazrintah im mulban berlaku pada iangen) dinndenpgkan, Agar setiap orang mengetahoinya, memenintahlan
mengundanshaa Peraturan Pemermtah ini dengan mensmoabhannva delam Lembaran Negara Republik Indonesia

Diietapkan di Jakarta
Poda tangzeal 21 Apnl 1995
PRESIDEN REPLUBLIK INDOINESIA
tid
SOEHARTO
Drunadaniboan di Jakarts
Pada tangeal 21 Aprif 1993
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
tid

MOERIMONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 19
Salinan sesum aslinva
SEKRETARIS KARINET &I
Fepald Biro Hukum
dan Perundang-undangan
fed

LAMBOCK V. NAHATTANDS, S H.
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KOPERASI SYARI"AH-
JLN DEPOK 15 B KECAMATAN CAMPURDARAT

TAN

BTM “SURYA DANA”

DI TULUNGAGUNG

(1) Nama
----Nama Kecil
----Tempat Tinggal
----Pekerjaan

(2) Nama
----Nama Keeil
----Tempat Tinggal
——Peke: jaan

(3) Nama

—-—Nama Kecil
-—-Tempat Tinggal

----Pekerjaan

(4) Nama
--—-Nama Kecil
----Tempat Tinggal
----Pekerjaan

(5) Nama
----Nama Kecil
----Tempat Tinggal
----Pckerjaan

: Haji In’am Turmudzi

: In’am Turmudzi

: Ds Besole kecamatan Besuki Tulungagung
: Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung

: Iwa Sumaniri

: IwaSumantri

- Desa Pulosari Kec. Ngunut Tulungapung, -
: Karyawan Swasta

; Drs Muthohar

: Muthohar

: Desa / Kecamatan Campurdaral T.Agung
: Pegawai Negeri Sipil

: Adi Jaya

: David Supervadi Adi Jaya

- Desa / Keg, Campurdarat Tulungagung
s Wiraswasgty

:sutoyo

:5utoyo

: Ds Gamping Kec. Campurdarat 7. Agung
: Wiraswasta

LAMPIKAN VI
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Alas kuasa rapat pembentukan Koperas: yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2001,
Ditunjukkan oleh pendiri sclaku kuasa Pendiri, dengan ini menyatakan mendirikan
Koperasi sckaligus menandatangani Anggaran Dasar yang untuk pertama kali susunan
dan nama pengurusnya adalah:

(1) Nama :Haji In’am Turmudzi

----Nama Kecil : In'am Turmudzi

---Tempat Tinggal : Desa Besole kecamatan Besuki T. Agung
-——Jabatan : Ketua

(2) Nama : Iwa Sumantri

--—Nama Kecil : Iwa Sumantri

----Tempat Tinggal : Desa Pulosari Kec. Ngunut Tulungagung
----Jabatan : Sekretaris [

(3) Nama : Drs Murhohar

----Nama Kecil : Muthohar

----Tempat Tinggal : Desa/ Kec. Campurdarat Tulungagung
--—Jabatan : Sekretaris I

(4) Nama : Adi Jaya

----Nama Kecil : David Suparyadi Adi Jaya

——Tempal Tinggal : Desa/ Kec. Campurdarat Tulungagung
----Jabatan : Bendahara |

(5) Nama _ : Butoyo

-—Nama Kec.l : Sutoyo

--—Tempat Tinggal : Desa Gamping Kec. Campurdarat T. Agung
---—Jabatan : Bendahara IT

T

-
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ANGGARAN DASAR
BABI
NAMA, TEMPAT DAN WILAYAH KEANGGOTAAN
Pasal 1
(1) Koperasi ini bernama “KOPERASI Syari’ah BTM SURYA DANA”

----dengan nama singkat “Kopsyah BTM SURYA DANA®
—--selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi

(2) Koperasi berkedudukan di : J1. Depok No. 15 B Campurdarat Telp. 533090--—-
——Kecamatan : Campurdarat

—Kabupaten : Tulungagung-

--=-Propinsi : Jawa Timur

(2) Wilayah keanggotaan Koperasi ini meliputi Kabupaten Tulungagung
----Propins: Jawa Timur

BAB II
LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 2

(1) Koperasi berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan iiukom Syari'ah
(2) Koperasi berazaskan kekeluargaan
(3) Koperasi melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitn :----v—-- -
--—-a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbula -~

-—-b. Pengelolaan dilakukan secara demokragiom-e- e
—-¢. Pembagian Sisa Hasil Usahs dilzkukan secara adil sebanding dengan-———-——-
—-—--besarnya jasa usaha masing-masing
—--d. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal
—-2, Kemandirian
=% Pendidikan perkoperasian
-—-—2. Kerja sama antar Koperasi-

L

BARB 111
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
(1) Koperasi bermaksud menggalang kerjasama untuk membanu kepentingan——-——--

~--ckonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka—----
--—pemenuhan kebutuhan

o e
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(2) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggola pada khususnya dan --
-=--masyarakat pada umumnya serta jkut membangun tatanan perekonomian nasjonale——.
—--dalam rangka mewujudkan masyarakat Yang maju, adil dan makmur berdasarkan —.-
—-Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya

BAB IV
USAHA
Pasal 4
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Koperasi :— -
1. Usaha Pokok -
=-—-a. Menyediakan moda] Pada anggota dengan sistem gyari’ah- -—
~==——unit usaha lainnya. i

==-=-b. Menghimpun simpanan Koperasi berjangka dan tabungan Koperasi dari anggota---
~=—-—dan calon anggotanya, koperasi lainnya atay anggotanya. .

====-C. Melaksanakan usaha Simpan pinjam.
----- d. Perdagangan konveksi, pertokoan -
=====¢. Jasa Komputer, ---- —
~--—f. Penarikan rekening listrik, telpon dan air miyum.
2. Uszha Penunjang - i A
----- a Mewaiibkan dan menggiatkan angpota-anggola untuk menyimpan pada Koperasi-
==—-—8¢cara feratur. -

----- b. Mengadakan pendidikan, latihan, penyuluhan / Penerangan uniuk meningkatkan---
 — 1] Pengembangan usaha anggola.
=-==-C. Sebagai mitra kerja dalam rangka pengadaan, penyaluran barang / usaha bagi-~-—
=====--perusahaan, koperasi lainnya, - -
3. Valani rangka menjalankan Usaha Koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain—-
—=~(GUMN, swasta, maupun koperasi lainnya) baik di dalam neger; maupun di lnar——--
-—--—negeri dengan menggunakan sysiem syari’ ah,

4. Keienfia» mengenai usaha pokok, pada angka 1. di atas akan diatur dalam ART——
=—-alau Peraturan Khusug Siripan Pinjam,

BAB Vv
KFANGGOTAAN

Pasal 5

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ialak Warga Negara Republik Indorssja-—
Yang memenuhj Syarat sebagai berikut -
2. Mempunyaj kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukm, -
—-{dewasa dan tidak berada dalam perwalian).-. -
h. Maja nencaharian, W iraswasia, Pengrajin, oensiunan, pelani, pegawai negeri Sipil——-
-—====(PNS) dan v=tadz. - -
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c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar / ART dan ketentuan-ketentuan Koperasi-—-—---
—-—-—-yang berlaku.

Pasal 6

(1) Scorang yang ingin menjadi anggota Koperasi harus mengajukan permohonan-———-
--—-tertulis kepada pengurus.
(2) Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harug---—-—---
~—=—diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu ) bulan sejak tanggal permohonan.————
(3) Permohonan yang diterima segera didaftarkan dalam Buku Daftar Anggola

—-—dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempolnya.
(4) Apabila permohonan di tolak oleh pengurus, pemohon dapat meminta
——-pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya.
(5) Mulai berlalu dan berakhir keanggotaan Koperasi hanya dibuktikan dalam
-——Buku Daftar Anggota.
(6) Setiap anggota yang dipecat dan diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan------
—--keberatan pada Rapat Anggota berikutnya.

Puasal 7

HFeanggota berakhir bilamana anggota :
a. Memngeal dunia
b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri
c. Diberhentiklan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan-—---—-—
d. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota
——-—-terutama dalam hal keuangan aiau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi-

BAB VI
HAK DAN KLWAJIBAN ANGGOTA

Fasal 8
(1) Keanggotaan Koperasi meiekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat———-— ----
——dipindahkan kepada lain orang dengau dalih apapun juga.
{(2) Setiap anggota harus tunduk pada kelcztuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran----—-—
-—--Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota.---==---
(3) Keanggotaan Koperasi adalah milik Jan sekaligus pengguna Jasa Koperast. ----———---

Dgsui 9

(1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang samz untuk :
—--a. Simpanan wajib dan simpan:n lain-lain yang diputuskan Rapat Anggota, —--===----
-—--b. Mengamalkan landasar azas dan prinsip-piinsip Koperasi.
~——¢. Mengamalkan dan tunduk pada Undang-Undang Koperasi serta per-turan. -—-—-——-
-pelaksanaannva (Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan.
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——-——-Keputusan-keputusan Rapat Anggola).
--=--d. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi, —--——
—----¢. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan --
-—-f. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota.

Pasal 10

Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk :
d. Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota,—
b. Memilih / dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.
¢. Mengemukakan pendapat atan saran-saran kepada pengurus, didalam maupun--——
-—di luar Rapat Anggola, baik diminta maupun tidak diminta.
d. Memanfaatkan dan mendapat pelayanan-pelayanan yang sama dari Koperasi.————-
¢. Melakukan pengawasan atas Jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut, -———-
--—-ketentuan yang berlaku :

f. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, —-—-

AR VIt
ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 11

Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa ialah penduduk Indonesia yang
memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

a. Mampu melahukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian), ---—-
b. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok.
¢. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
= ~Ketentuan-keteatuan Koperasi yang L-rlaku. -

Pasal 12

(1} Seseorang vang akan masuk menjadi anggota luar biasa harus mengajukan surat-——
~--=-permintaan tertulis kepada pengurus. Dalam wakm yang telah ditentukan
—---sclambat-lambatnya 1 (satu) bulan Pengurus harus memberikan Jawaban apakah-—-—
——-nermintaan itu diterima atau ditolak. - —
(2) Permintaan berhenti menjadi anggota luar biasa barus diajukan tertulis kepada-——-
=----lengurus.,
(3) Anggota luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuXtikan dengan catatan-—-——
~-—-dalam buku daftar anggota.
(4) ixcanggotaan bagi anggota luar biasa tidak dapat dipindahkan kepada orang lain
===dengan dalih apapun juga - -
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Pasal 13

Kcanggotaan berakhir bagi anggota luar biasa sama dengan berakhimya
keanggotaan Koperasi sebagaimana ketentuan pasal 7 Anggaran Dasar inj.

b'. Tidak mempunyai hak memilih / dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas. -

BAB VIl
RAPAL ANGGOTA

Fazal 16

(1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
(2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota
(3) Rapat Anggota diadakan sckurang-kurangnya satu kali setahun
(4) Rapat Anggota dapat diadakan :
—==-a, Afas perminiaan tervalis dari 1/ 10 dari jumlah Anggota, -
——b. Alas kehiendak pengurus, —
(5) Tanggal dan tempat serta asasa Rapat Anggota harus diberitahukan
-—=-yckurang-kurangnya 7 (twjuhj Hari terlebih dahuiu kepada anggota.

lasal 17

Rapat Anggota menetapkan “-—
a. Anggaran Dasar- —-
b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperagi——-——_
¢. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
d. Rencana Kcrja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi sertge——— ..
——pengesahin Mporan keuangan
¢. Pengesahan pertangaungiawaban pengurus dan pesigawas dalam pelaksanaan-—-—-1-
——-lugasnya, -
I Penggabiungan, pembagian dan, pembubaran Koperasi.--
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FPasal 18

(1) Pada dasarnya Rapat Anggota syah Jika yang hadir Icbih dari separo
~—-jumlah anggota Koperasi.
(2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketenfuan————
-—--scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat ditunda untuke———wo—
—--paling lama 7 (tujuh) hari, dan apabila dalam rapat kedua tetap tidak tercapai————
~—-—-8yaral lerscbut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan-keadaan-—-
~-—-igtimewa / luar biasa.
(3) Dalam keadaan yang istimewa / luar biasa, Koperasi dapat menyelenggarakan-———
—--Rapat Anggota Luar Biasa.
(4) Rapa:An,ggutalMBias&synhHladihadiﬁ!ﬂ%dnijmnhhmmoti-————
-—Koperasi.
(5) Yang dimaksud d=ngan kesdaan Htimewa / Luar Biasa dalam ayat (3} pasal ini———
~~-=-adalah :
-—=-a. Pengurus telah melakukan “egiatan yang bertentangan dengan kepentingan——
--—---—-Kop:;asi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi,
==~-b. Apabila keadaan negara atau peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan-——eeee-—-—-
====—-—pengusaha, baik pusat maupun sctempat tidak memungkinkan mengadakan-——-
-——-=--rapat anggota,—- -—
=%, Apabils pada saat diadakannya Rapat Anggota yang tidak boleh / tidak harus—-—
—-diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan uiav karena tidak memenuhi-
== ——-=kelentuan Anggaran Dasar, sebagian besar anggola tidak dapat meninggalkan-——
======-==pekerjaannya dengan ketentuan hahwa seala Keputusan Rapat Anggota
~=-—--luar biasa yang memenuki ketentean ayat (3) pasal ini hanya syah it
—r-—-menguniungkan anggota atau untuk meyelamatkan Koperasi.
-===-dl. Apabila biaya uniuk mengadakan rapat tidak mungkin dipikul atay---
——--—-sangat memberatkan Koperas:. :

Pasal 19

(1) Rapat Anggoia Luar Biasa dapart diadakan :-—
=== Alas permintaan tertulis dari 1/ 10 (seputuh) dari jumlah anggota,
—====u. Atas kehendak pengurus. —-- -

(2) Papat Anggota Luar Biasa atas permintaan angeota diadatan apabila angeia——————
~—===menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatzn yang Laostentangan dengan -
-==--YLepentingan Koperasi dan menimbrilkan kerugian terhadap Koperasi.
(3) Atas anggota luar biasa atau kehendak pengurus diadakan untuk kepentingan---—--
-—-pengembanga:: / kemajuan Keperasi. -
(4) Rapat Anggota luar biasa mempunyai Weweunang y2ng sama dengan wewenang —-——
—===Rapat anagota schagaiaman dimaksud dalom pasal 17 Anggaran Dasar ini.-

- —



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasal 20

(1) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan—
——Pengawas mengenai pengelolanaan Koperasi
(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dilaksanakan——
—--paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup, tahun buku yang disebut
——Rapat Anggota Koperasi.
(3) Quorum syahnya Rapat Anggota Tahunan sama dengan Rapat Anggota.
—-—-gcbagaimana bunyi pasal 18 Anggaran Dasar ini.
(4) Acara Rapat Anggota Tahunan secbagaimana ayat (2) pasal ini memuat antara lain :—
«=-=-3. Pembukuan,
-———b. Pembacaan dan pengesahan berita acara / notulen rapat anggota yang lampau———
-—-—¢. Laporan pertanggungjawaban Pengurus tentang kegiatan selama tahun kerja
~———vyang lalu, neraca dan perhitungan Rugi / Laba taliunan sel:ma tahun buku
~=-mmemm-yang bersangkutan.
---—d. Laporan Pengawas.
-=-=-¢. Tanggapan Anggota terhadap laporan pengurus dan pengawas.
—---f. Pengesahan laporan pengurus dan pengawas.
---=—g. Pengesahan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan d.au Belanja
------ K operasi uniuk tahun buku yang #kan datang,
----- h. Pengaturan tentang pembagian aan penggunaan sisa hasil usaha.
--=-=. Pemilthan anggota pengurus dan atau anggota pengawas apabila masa kerjanya-—
B telah habis.
----=j. Hal-hal lain yang meny angkm Koperasi.
—k. Peuutup,

Pasal 21

(1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus, yang— —--
-—--dihadiri oleh sekurang-kurangnya % (tiga perempat) dari jumlah anggota
-—-Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya—-
-—--3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir. -
(2) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan, berhubungan dengan Keteniagi-——
—---Undang-undang atau peraturan-persturan / ketentuan pelaksanaannya, maka---—ee——
-—-=berlaku pasal 18 ayat (3) dan ayat {4) Anggaran Dasar ini. —

(3) Perubahan Anggaran Dasar yany tenyangkut perubahan bidang usaha,————————
--—penggabungan atau pembagian Koperasi perlu mendapatkan pengesahan pemenntzh.
(4) Perubahan Anggaranb Dasar Koperasi yang menyangkul bidang usab:»
—termasuk pula perubahan struktur permodalan, tanggungan anggota dun nama-————
-—-=fLoperasi juga harus mendapat pengesahan pemesintah.
(5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang-——
—-usaha, penggabungan dan pembagian Koperasi sebagaimana ayal (3) pasal ini— ——

——
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--—-tidak perlu mendapatkan pengesahan pemerintah.
(6) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut ayat (5) pasal ini wajib dilaporkan--—-
—--kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah——-—
——-Daerah Tk, Il Kabupaten Tulungagung oleh Pengurus Koperasi paling lambat
— dalam waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan.
(7) Pengumuman tersebut ayat (6) pasal ini dilakukan sckurang-kurangnya dua kali-——-
——dengan tenggang waktu selama paling kurang 45 (empat puluh lima) hari. ——————

Pasal 22

Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang
dihadiri sekurang-kurangnya % (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi,——————
dan Keputusannya harus disctujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) darj—-—-
jumlah anggota yang hadir.

Pasal 23

Segala keputusan Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Khusus dicatat dalam---
buku notulen keputusan rapat yang ditandatangaai oleh Ketua dan Penulis.

BAB IX
PENGURERUS

Pasal 24

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dau olch anggota dalam Rapat Anggota serta-————-
-—-—bertanggunoiawab kepada Rapal Anggota.
(2) Yang dapat dipilih menjadi pengusus iz!ah mercka yang meme-uhi syarat-syarat------
-—--gebagai berikut :
——-a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maua Esa.—-
-—--b, Setia kepada Pancasila dan Undany-Undang Dasar 1945,
weeemg, Mempunyai jiwa kepemimpiuan, sifat kejujuran dan ketrampian kerja.
—--d. Mempunyai pengeitisn ientang perkopei2sian.
(3) Pengurus sebelum melakukan tugas Jan Lew:iibannya lebih dahuile mengucapkans—
-—-Sumpah / Janji menurut ketentuan atau keputusan Rapat Anggota. -
(4) Pengurus dilarang merangkap sebagat Pengeloa / Manajer.

Feosal 25

(1) Rapat pengurus dipilih vatrk masa jabataa 3 (tige) tahun. -—
(7) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus sctiap waktu bila terbukti bahwa :—

-3, Pengurus melakukan kecuraugan / penyelewengan yang merugikan Koperasi
b, Pengurus tidak meitaati lagi ketentuan Undang-Undang Koperasi dan
weneeeeepigraturan pelaksanaannya dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tang.a dan—-—
eeeeeperaturan-peraturan yarg berlaku dalam Koperasi.
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--=-¢. Pengurus baik sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam-—
-——-——--gerakan Koperasi.
(3) Anggota pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali
(3) Bilamana seorang Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis,
—-—-maka Rapat Anggota Pengurus dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi————————
-——pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 26

(1) Pengurus terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Ketua,
=-==-Sekretaris dan Bendahara.
(2) Nama-nama Pengurus dicatat dalam Buku Dafiar Anggota.

BAB X
TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 27
(1) Pengurus bertugas untuk ; ———
---=-a. Memimpin organisasi dar: usaha Koperasi. -

-===-b. Melakukan scgala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.— ——
-—--=¢, Mewakih Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan,
(3) Tugas tiap-tiap anggota "engurus diatur oleh Rapat Pengurus dan ditetapkan--————
-—==tlalam Peraturan Khusus,

FPasal 28

Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi diberi uang j2sa menurut kentiusan-—
Rapat Anggota, -

Pasal 29

(i) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada wakunya dalam buku daftar——-——
====-anggola / buku anggota lu..: biasa tentang masuk dan berhentinya anggnta / angguta-

~-===luar biasa.
(2) Pengurus harus segera meugadakan catatan pada waktunya tentang dimulsi dan
-----berhentinya jabatan Pengurus dan Pengawas. - -

(3) Pengurus harus berusaha agar anggota / angyota luar biasa mengetahui akibate: —eeee
===-pencatatan dalam buku dattar anggota / buku daftar anggota luar biaga, ———- eeeee

(4) Tiap anggota pengurus harus memberi b2atuan kepada pengawas entuk melakukan—
~---tugasnya dan diwajibkan *mtuk memberi keterangan yang diperlukan danesseee—— -
--=--mempcerlthatkan segala buka, warks! persediaan barang, alet pencatatan——-—--—-———

--=lainnya yang berhubungai dengan kegiatan Orpanisasi dan usaka KOoperas) ———-ee--
(5) Tiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sehagai tersebut dalam———
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===--dyat (4) pasal ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan baik sengzja
===--maupun tidak sengaja vang dilaksanakan oleh Pengurus atau Karyawan, —-e—— ..

(1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat scbagaimana mestinya,
(2) Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota / anggota luar biaga tap————— .
—-kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi,-—

Pasal 31

(1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah dalam hal ini Pejabate———.
—=-Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Tk, I Kabupaten ————ee .
-———Tulungagung tentang keadaan dan perkembangan organisasi serta usahanya
e st:kumng-kuranmya 2 (dua) kali setahun.
(2) Pengurus diwajibkan berusaha agar pemenksaan Koperas: oleh Pengawas dapat
—==~fiketahui oleh seliap anggota / anggota luar biasa.
(3) Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran
--==Rumah Tangga Peraturan Flsweys dan Keputusan Rapat Anggota diketzhui dan-——-
-—dimengerti oleh Segenap anggota / anggota luar biasa, -
(4) Pengurus diwajibkan untuk memelihars kerukunan diantara anggota / anggots——eee—
--—-Juar biasa dan mencegah hal-nal yang menyeoabkan fimbulnya perselisihan.
(5) Dalam pengawasan koperasi, Pengurus mengupayakan untuk memanfaatkan -
~----jasa dari Akuntan Publik atay Koperasi Jasa Audit, —
(6) Perselisihan yang timbul xarena hanya kepentingan Khusus dari Koperasi atau dalam
~-=-hubungan scbagaj wilggola-anggota luar biasa, harus diselesaikan oleh Pengunis——-
---=~dengan jalan damaj tarpa memihak kesalahan saty -ihak —-
(7) Pengurus harus melzksanakan vepala ketentuan dal*m Anggaran Dasar, Angoaran——
===Rumah Taaggs, Peraturan-Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.
(8) Pengurus wajib menyeleng surakan Rapat Anggota Tahunan menurut ketentuan-—-
—-—pasal 20 ayal (2} Angparan Daszr ins,

Pasai 32

(1) Setiap anggota Fenguius menanpgung terhadap kerugiza Koperasi yang dialamj—--
=—--karena kelalaian dalam meiaksanakan fugas kewajibannya M2SiNg-Masing -
(2) Jika ¥elalaian i mMengonai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa anpgota—-
—==-Pengurus, mal.a karesa iiu mereka bersama-sama facnanggung kerugian tadi, —e-—e---
~--=-unfuk keseluruhannya, akan letapi sec-ang anggota Pengurus bebas dari-
—-=langgungannya jika y.ng bersang kutan dapat membuktikan bahwa kerugian--————-.
=—====yang dialami bukan kesalahan serta yang bersangkutan telah berusaha —
=====dengan segera dan SeCepainya untuk mencegah akibat dari kesalahan tadi, —-————_.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidakplglﬁajrfmnjadi anggota Pengurus Koperasi—-—
-—-lainnya, kecuali untuk Koperasi sekundemya.
(2) Anggota Pengurus harian dari Koperasi ini tidak bolch merangkap anggota————-
===--Pengurus harian di Koperasi sckundernya, kecuali mendapat perseiujuan dari————--
——Rapat Anggota,

BAB XI
PENGELOLA

Pasal 34

(1) Penglolaan usaha dilakukan oleh manajer / Dircksi yang diangkat oleh Pengurus——
—--dengan perjanjian kerja (Kontrak) secara teriulis,
(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer / Direksi adalah -
-----&. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atsu pernah mengikuti pelatihan atay--——
-=-=-==—-mnagang dalam bidang usaha.
—===b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuzngan dan atau-s—----—r
-======—duhukum Karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuzngan ————eeeee-
-—==-¢. Memiliki ahlaq dan moial yang baik.
(3) Dalam melaksaiakan tgasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus, =
(4) Manajer usaha tidak boleh merangkap jabatan eksekutif lainnya,

BAB XII
PENGAWAS

Pasul 35

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggola dalam Fapal Anggota.
(2) Pengawas bertangung jawab pada Rapat Anggota,---
(3) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah sebagai beril:t .
—-. Bertagwa kepada Tuhan Yang iaha Fsa, —
===-b. Setia kepada Pancasila dan ULID 1945. - e
====-¢. Memiliki sifa: sifat kejujuran. :
——d. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan,
(4) Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (liga) orang,
(35) Anggota Pengawas tidak boleh merangkap menjadi anggots, Pengurus MAUPUR—-————
----- Pengelola, -

(6) Masa Jabatan Pengawas 3 (tiga) tahun,
(7) Bilamana seorang anggota penrawas berhenti sebelum masa jabatannya habig-———u
-—=-maka r2pat pengies dengan pertimbangan anggota pengaras yang masibie—eemeeeee
=-==-ada dapat mengangkat penagantinya. Akan fetapi pengangkatan tersedut Hanu§—-——

-—==-timintakan pengesahan kopada Rapat Anggota berikutaya,
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(1) Pengawas bertugas untuk - -
—--4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijaksanaan dan
pengelolaan Koperasi
==—b. Membuat lanoran tertulis tentang hasil pengawasan kepada—
=-—-——Rapat Anggota melalui Pengurus.
(2) Pengawas berwenang unfuk -
===--a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi.
~=—-b. Mendapatkan scgala keterangan yang diperiukan.
(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga,
(4) Pengawas sebelum melakukan tugas kewajibannya terlebih dahuhy
~——mengucapkan Sumpah / Janji sesuai dengan ketentuan atau keputusan
----Rapat Anggota.
(?) Apabila pengawas mengalami kesulitan dalam melaksanakan lugasnya, maka dengan
—=-persetujuan Rapat Anggota dapat meminta Jasa Audit kepada Akuntan

-===-Publik / Koperasi Jasa Audit. ——

———mmaa

BAB XIIT
GEV AN PENASEHAT

Pasal 37

(1) Bagi kepentingan Koperasi, rapat anggota dapar membentuk Dewan Penaschat-——
(2) Rapat Arggota dapat wengangkat orang bukan anggota, yang mempuny ai-
===pengertian entang Koperasi dan keahlian dzlam perusahaan Koperasi, s--eeee—wo.
-===-untuk menjadi Dewan Penaschat.
(3) Anggota Dewan Monasehat tidak mencriiaa gaji, akan tetapi dapat diberi uang Jasa, —--
——yang disewjui Ranat Anagota, ——
(4) Anggota-anggota Dewen Penaschat tidak mempunyai hak suara dalam-——
“-=1apal angeoty madpun FEPal pengurus, ———
(5) Dewan Peiiasehat membari saran / anjuran pada Pengurus untuk kemajuan——
—=-Kencrasi baik dininta sau tidak. - :

BAB X1V
PEMBUKUAN KOPERASI
Pusal 38
(1) Tahun buku perusahaan Koperasi dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan ——
—==-langgal 31 Liesember. e
(2) Koperasi wajits menyclenggarakan pembulkuan tentang perusahaannya——--— —eemeee
—-=menuut sitwasi dan Eondisi perusahasn Foperasi,--- -

(3) Koperssi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakai, perhitungan keuangan, -
——=-neracy dan perhitungan hasil usaha dan Koperasi dan Prinsip Akuntansi Indonesia, —-
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BAB XV
MODAI KOPERASI

Pasal 39

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari :
--—-a. Simpanan pokok
——-b. Simpanan Wajib
-=---C. Simpanan Cadangan
——-d. Hibbah
(3) Modal Pinjaman dapat berasal dari -
-=--3. Anggola / anggota lnar biasa
-=-=-b. Koperasi lain / dz1 anggotanya
====-¢. Bank dan lembaga keuangan lainnya
—-==d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
--==-¢. Sumber ainnya yang sah e 5

Paxal 40

(1) Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasa! dari
--—-modal penyertaan
(2) ¥ etentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan-—— —-—
——diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumai Tangea / Peraturan Khusus

BAB XVI
SIMPANAN ANGGOTA

Posal 41

(1) Setiap Anggota / anggota luar biasa harvs MENVImpan afe Numanya pada---e. —eeeee
=—~--Koperasi simpanan pokok sejumlah Rp. 200,000 (dua ratvs ribu rupiah)--——- e
~—=-yarg pada waktu keanggotaannya diakhiri merupakan suatu tagihan atas Kopcrasi—
===-sejirmlah itu, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian ———-ee——— e
(2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus akan tctapi pengurus dapat
——--mergijinkan anggota untuk membayar sebanyak-banyakuya $ (lima) kali angsuran -

(3) Tiap anggota / anggota luar biasa diwajibkan untuk membayar simpanan wajib-———-
-—=nar.anya pada Koperasi sebagaimana Jitetaplan dalain-
~==-Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus atay Keputusan “apat Anggota,——-
(4) Untuk mengembangkan usaha Koperasi, deng.n memper'iatikan kelayakan dan—--——
~---kelangsugan usahanya, Koperai dapat reelakukan simpanan
—---sukarela / simpanan lain-lain, penerbitan obligasi Jan surat htang lainnya dari-—-
—-—uangyoia fanggoia luar biasa termasuk calon anggols scbugai modal pinjaman--——
(5) Ketentuan mengenai simpanan sukarela / simpanan lain-lain penerbitan———eeee—
~-—0bhigasi dan surat hutarg lainnya sebagaimana terscbut ayat (5) pasal ini
===—hatur dalam Anggaran Rumah Tangga / Per-tucan Khusus,

s
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Pasal 42

Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali sclama--—--— —=-
Anggota / anggota luar biasa belum berhenti sebagai anggota.

Pasat 43

(1) Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 7 huruf :
-—--a. Uang simpanan pokok dan wajib, setelah dipotong dengan bagian
tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera—-—--
-—---—-dan sclambat-lambatnya satu bulan kemudian.
-—-b. Atau uang simpanan pokok dan sitipanan wajib dipotong dengan
bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas snggota dalam-—
—-———-waktu satu bulan dan Rapat Anggota menurut pasal 20 ayat (2)
--—--——-Anggaran Dasar ini. -
-ee=-¢. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian——-——-e=---
---——-gimpanan wajib diserahkan kepaca Rapat .nggota dengan pertimbnagan--—--—-—--
—----===kesalahan anggota yang mengakibatkan pemscatannya.
(2) Keputsan ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi anggota luar biasa sesual--=-=-==-=r==---
—-—dengan pasal 13 Anggaran Dasar ini, ———-

BAB XVII
JANGKA WAKTU BERDIRINY A KOPERASI

Pasul 44
K ~perasi i didirikan untuk waktu tidak terbatas sesuai dengan maksud dar tujuan--------

BAB XVIi1
S:3A HASIL USAHA

Pusal 45

(1, Sisa husil usaha, yaitu Pendapatan Koperasi yang diperolch dalam -
——--gatn tahur bulu dikurangi dengan segala biaya, nilai penvusutan dan
—--Lewaiiban-kewajiban lamnnya dalam tahun buku yang bersangkutan.
(2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota / -
———-anggoia Juar biasa dan non anggota dibagi sebagai berikut :
-—-a. 25 %o untuk Dana Cadangan
-—--b. 25 % untuk Jasa Simpanan
-G, 25 % untuk Jasa Usaha
-—--d. 10 % untuk Dana Pengurus
~-==-¢. 5% untuk Dana Karyawan -
-—=f. 5 % untuk Dana Sosial
—-=g. 5% ntuk Dana Pendidikan e
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(3) Penggunaan Dana Pengurus dan Dana Pengelola ditetapkan dalam
—-—Anggaran Rumah Tanggan / Peraturan Khusus,
(4) Penggunaan Dana Sosial / Pendidikan diatur olch Pengelola sctelah mendapatkan—

——persetujuan Pengurus dan mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 46

(1) Dana Cadangan adalah kekayaan Koperasi yang diperolch dari penyisihan-——----—-
-——gisa hasil usaha dan tidak bolch dibagikan kepada anggota.
(2) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan dana cadangan-———————-
-—-setinggi-iingginya Z0 % dari jumlah seluruh dana cadangan nntuk perluasan——-—-—-
-—-usaha Koperasi.
(3) Sekurang-kurangnva 25 % dan cadangan harus disimpan dilembaga keuangan
---—-yang ditunjuk yang disetnjui oleh Rapat Anggota dengan sifat Taburg:: atau Giv.—
(4) Dana Cadangan dapat pula digunakan untuk menutup kerugian yang :
-—--dialami Koperasi. .

BAB XIX
SANKSI

Pasal 47

(1) Setiap anggota / anggeta Inar biasa yar. g inelanggar kelentuan Anggaran Dasar, —-—---
--—Anggaran Rumah l'angga, Peraturan !"kusus dan keputusan Rapat Anggota
-----gesuai dengan bunyi pasal ¥ ayat (2) diberhentiian dari keanggoian.
(2) Sebelum sanksi sebagaimana ayat (1) pasal im dijatubkan, didahuiui dengan-—-——e-—
—----gural peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) xali
~e—--dalam waktu 4 (empat) bulan.
(3) Sctiap anggota / anggota luas bizsa yang iidak mn.aksannkm kewaii e
—---membayar simpanan wajib 3 (liga) kali bertarut-turut tidak memperoleh
——--pelayanan usaha dari Koperasi,-——————-—
(4) Apabila dalam tempo 1 (c2tu) tabun bcnumt-mml tidak mielakzanzkan
——-—kewajiban membayar simpanan wajib, diberheniikan dari keanggotaan, ———=ss—=vr
—---yang sebelumnya didahului dengan surai peringatan tertulis
~e—gubanyak 3 (tiga) kali berturut-turue dalam waktu 4 (empat) bulan.
(3) Setiap anggota / anggota luar biasa ¢alam 1mpo 1 (sat) tahun tidak akfif——-—eemes
——==lalam kegiatan usaha tidak mempercleh bagian sisa hasil usaha---
——==baik jusa usaha maupun jasa simpanan.
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Pasal 48

(1) Apabila salah seorang / beberapa orang anggola pengurus yang dengan sengaja—-—
—tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka rapal pengurus berhak
-—-—memperhentikan sementara Pengurus yang bersangkutan, dan sclanjutnya
—--diusulkan pada rapat anggota untuk dipccat dari kepengurusan.
(2) Ketentan ayat (1) pasal ini berlaku pula bagi :
-—-a. Anggola Pengurus yang merangkap jabatan sebagai karyawan alau
———--Pengelola sesuai dengan bunyi pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar mi
serta menjadi Pengurus Koperasi lain sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1)——--
wme——=-Anggaran Dasar ini.
———b. Setelah anggota Pengurus yang dengan sengaja berusaha menghambat tugas-———
-——--Pengawas bunyi pasal 29 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar ini.
¢, Sefiap Anggota Pengurus vang dengan sengaja membcrikan keterangan

kepada pihak keliga mengenai scsuatu yang seharusnya dirahasiakan, — =—==———-
——d. Setiap anggota pengurus harian merangkap menjadi anggota Pengurus Hanan-——
wmeme—-gekundernya sesuai bunvi pasal 33 ayat (2) Anggaran Dasar ini.

iesal 49

Setiap angeota Pengawas diberhentikan dan jabatannya apabila ;
a. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggw an Kumah Tangga, peraturan K husus-
—-—yang sebelumnya harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggofa.
b. Memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai hasil-hasil
—-—-pengawasan sesuai bunyi pasal 36 ayat (3) Anggaran Dasar ini kecuali Rapat
—---Anggola memutuskan lain.-

BAB XX
TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal S

(1 Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyslesaiannya ternyata kekayaan-—--—-—
-—~-Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala jaminan dan kewajibannya,
- —-makae sekalian anggota / anggota luar biasa dan mercka yang berhenti sebagai
———-anggota / angeota luu biasa dalam wakiu salu tahun mendahului pembubaran--——-—-
——Koperasi, diwajiokan menanggung kerugian itu sebatas simpanan pokok,
——-gimpanan wajib dan modal penyertaan.
-——Kewajiban menanggng bagi anggota / anggota luar hias» yang berhenti sebelum-—-—
—-—pembubaran Koperasi berlaku sejak anggota / anggota luar biasa berhenti hingga-—---
. «—akhir tahun buku yang menyusul setciah berakhirnya anggeta / anggota luar biasa.—--
(2) Segala persoalan mengenai penenituan tindakan atau kejadian mana yang

.—-berlaku menyebabkan kerugian, diselesaikan menunii hukum yang berlaku.-———-—-
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Pasal 51

Bila menurut kenyataan sctclah koperasi masih terdapat adanya
Sisa kekayaan koperasi (kekayaan Koperasi setelah dikurangi pelunasan terhadap-———-
Segala perjanjian dan kewajiban-kewajibannya) dibag: kepada
Anggota / anggota luar biasa dzlam waktu satu tahun mendahului pembubaran Koperasi.-

Pasal 52

(1) Kerugian yang dialami koperasi pada akhir tahun buku ditutup dengan
-—---(ana cadangan.
(2) Jika kerugian yang dialami Koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat dituiup-—-—
———dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
- ~-maka k=rugian terscbut di atas (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan——
——--yang (ersedia) dibebankan kepada anggota / anggota luar biasa dan mereka

—==-telah keluar sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan scbalag————eeee---
—---gimpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan y.-ng dimiliki.
(3) Jika kerugian tersebut telah ditutup scbagaimana ketentuan ayat (2) pasal
-—--masih belum mencukupi, maka penyclesaiannya discrahkan kepada Rapat Anggota.—

-k

Pasal 53

Anggota vang telah keluar dari keanggotaan Koperasi tidak menanggung kerugiau-— -=---—
dari usaha yang tidak it diputuskan oleh mercka sesudah keluar dari anggota Koperasi.

BAB XXI
BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 54
Koperasi berada di bawal: bimbingan ¢an Pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh-—

Dejabat Kanior Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Tk 11
Kabupaten Tulungagung, :

BAB XXII
PFRSELISIHAN

Pasai 5§

(1) Setiap persciisivan vang timbul dalam penyelenggaraan Koperasi disclesaikanss-—--—
———-=gecara intern melalui Pengurus dan Rapat Anggota.—
(2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, maka--——-----
——ee-penyclesaiannys dapst diminiakan kepada pemerintah dalam hal ini Pejabat-
—-—-Kantor Koperasi dan Uvaha Kccil Menengah Daecrah Tk Il
——-Kabupalen Tulungagung——--
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.

(3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat (2) pasal ini, maka penyelesainnya-
- harus dilakukan menurut hukum yang berlaku,

BAB XXIII
PEMBUBARAN

Pasul 56

(1) Dengan memperhatikan pasal 22 maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil——--
——--keputusan untuk mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk membubarkan-—-
-—--Koperasi ini.
(2) Keputusan pembubaran Koperasi olch Rapat Anggota Khusus harus diberitahukan—-
-—secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota Khusus kepada :
——-a. Semua Kreditur
-----b, Pemenntah
(3) Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota Khusus dalam ayat (2) pasal ini-----—-

——-adalah merexa yang Jizunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapar--——

—-——-Anggota Khusus untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran---=---
---—-K operasi.
(4} Pemberitahuan tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus diserfai dengan Berita Acara-—
——-yang antara lain memuat {-----r ==
_—-a, Tanggal tempat diadakanny2 iapat Anggota Khusus unfuk pembubaran—-----— men
oK Opeiasi ini. ,
——-—b. Jumlah anggota dan jumlah yang hadir.
-—--=¢, Acara Rapat.
————— d. Alasan pembubaran Koperasi.
—eew-c. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran Koperast.-—-==---=
——f. iJama dan alamat penyelesai.—
Ketentuan balhwa semua kreditur dapat mengajukan tagihan s¢lambat-lambatnya-

—e—mdzlam jangka 3 (tiga) bulan sesudah diterimanya surat pemberitahuan-———-—=-—==—=
-emmer —-pinibubaran Koperasi.

E

Pasal 57

Pemerintah berhak membubarkan Koperasi apabila :
a. Terdapat bukti bahwa Keperasi yang bersangkutan tidak memenuhi
—-—keteniuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25-------—=
—~fahun 1992 tentang psrkoperasian.
b. Kepiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan aiau kesusilaan, ------—--
¢. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal 58

Untul kepentingan kr=ditur dan para anggula Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi—
dilakukaa penyelesai -n psmbubaran yang sc'anjutnya disebut penyelesaian ———-——="—
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Pasal 59

(1) Penyclesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang sclanjuinya disebutesse—ees
——penvelesal
(2) Untuk menyelesaikan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Khusus penyelesai——-
——ditunjuk oleh Rapat Anggota Khusus.
(3) Untuk penyelesai berdasarkan Keputusan Pemerintah, penyelesai ditunjuk olehi——e
-——Pemerintah.
(4) Penvelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota Khusus dalam hal ini-—
—--penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota Khusus dan jika atas
——Keputusan Pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 60
(1) Penvelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sabagai berikul eememeeeeeeceeees
— ] M:lalmkan :zoala perbuatan hukum untuk dan atas n2ma Koperasi serfa----—---s-—=

-mewakili Al depan dan di luar Pengadilan. e
—-b. Mmgmnpu‘km segal2 keterangan yang diperlukan.
——-¢. Memangg:l pengurcs, angeoia luar biasa dan bekas angpola tertenty yang-
———-—diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
~=—-(l. Memperoleh, insmeriksa dan menggunakan sepala catatan dan arsip Koperagi-—--
—-—2. Menetapkar dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang:
Jidahulukan dalam pembayaran hutang lainnya.
—-I. Mengaunakan sisa kekayaan Kupr'am untuk menyelesaikan sisa
kewajibar Kenerasi.
~——g. Membag.kan siga hasil penyelesaian itu didahulukan dari pada pamba}'aran—-—-
———hutang le anva.—

BAB XXIV
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 6.

Rapal Angzoeta menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus,
Yang memual peraniran pelaksanaan dari pada Ketentuan-ketentuan dalam--—-
Angosran Dasar ind tidak boleh berientangan dengan A~ggaran Dasar ini

_Pu‘
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BAB XXV
PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal varg belum termuat dalam Anggaran Dasar in1 diatur dalam Anggaran Rumah—
Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Demikian Anggaran Dasar Koper.si Syari'ah BTM Surya Dana ini ditetapkan dan
ditandatangani oleh kami yang telah diberi penuh oleh Rapat Pembentukan Koperasie—
Pada tanggal 11 April 2001.
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